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ABSTRAK 

PENGGANTIAN  STATUS WALI NASAB ANAK ANGKAT 

KEPADA BAPAK ANGKAT PADA KARTU KELUARGA 

(Studi Pandangan Hakim Pengadilan Agama Metro Kelas 1A) 

 
Oleh: 

KHOIRU ZAYANA  

NPM. 1802031010 

 

Pengangkatan anak adalah salah satu jalan untuk menjawab permasalahan 

bagi suami-isteri yang tidak bisa mendapatkan keturunan dan penyelesaian 

masalah bagi anak-anak terlantar. Untuk kepastian status hukum maka 

pengangkatan anak harus dilakukan melalui penetapan Pengadilan dengan 

menggunakan prosedur pengangkatan yang benar dalam SEMA No. 6 Tahun 

1983 dan PP No. 54 Tahun 2007 dan melakukan pencatatan pengangkatan anak 

berdasarkan UU No.23 Tahun 2006 dan Perpres No.96 Tahun 2018. 

Pengangkatan anak dalam syariat Islam hanya peralihan tanggung jawab 

pemeliharaan anak dari orang tua kandung kepada orang tua angkat tanpa 

merubah  nasab antara anak angkat dengan orang tua angkat. Di sisi lain, 

kurangnya pemahaman hukum di masyarakat membuat mereka berfikir bahwa 

pengangkatan anak melalui Pengadilan adalah proses yang menyulitkan dan harus 

mengeluarkan biaya yang tidak sedikit. Sehingga masyarakat melakukan tindakan 

spekulatif dalam pengangkatan anak dengan tidak melalui penetapan Pengadilan, 

kemudian membuat Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran anak angkat sebagai anak 

kandung. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Pandangan Hakim 

Pengadilan Agama Metro Kelas 1 A terkait status legalitas dan akibat hukum 

penggantian wali nasab anak angkat kepada bapak angkat pada Kartu Keluarga. 

Jenis penelitian yang digunakan adalah metode Penelitian Lapangan (Field 

Research) dengan sifat penelitian deskriptif kualitatif. Data yang telah 

dikumpulkan kemudian dianalisis dengan berpikir induktif. 

Berdasarkan hasil penelitian ini dapat diambil kesimpulan bahwa tindakan 

spekulatif masyarakat dalam pengangkatan anak dengan mengganti nasab anak 

angkat pada KK bertentangan dengan SEMA No. 6 Tahun 1983, PP Nomor 54 

tahun 2007 UU No.23 Tahun 2006 dan Perpres No.96 Tahun 2018 dan Hukum 

Islam. Status legalitas Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran anak angkat yang tidak 

melalui penetapan pengadilan tidak memiliki kekuatan hukum tetap dan bisa 

dibatalkan kapan saja oleh para pihak yang merasa keberatan dan dirugikan. Anak 

angkat dan orang tua angkat tidak memiliki hak untuk saling mewarisi, dan bapak 

angkat tidak bisa menjadi wali nikah bagi anak angkatnya. Pernikahan anak 

angkat batal jika diwalikan oleh bapak angkatnya.  

 

Kata Kunci : Pengangkatan Anak, Pandangan Hakim. 
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MOTTO 

 

ا ه جَعَلَ  مَّ ِن قَلۡبَيِۡۡ فِِ جَوۡفهِِ  ٱللَّّ لٖ م  مه   ۦ لرِجَه زۡوََٰجَكه
َ
 ـ يِٱلَّ  وَمَا جَعَلَ أ

م  مۡ قوَۡلهكه َٰلكِه مۡ  ذَ بۡنَاءَٓكه
َ
مۡ أ دۡعِيَاءَٓكه

َ
مۡ  وَمَا جَعَلَ أ هََٰتكِه مَّ

ه
نَّ أ ونَ مِنۡهه تهظََٰهِره

مۡۖۡ وَ  َٰهكِه فۡوَ
َ
ه بأِ وله  ٱللَّّ وَ يَ  ٱلَۡۡقَّ يَقه بيِلَ  هۡدِيوَهه مۡ  ٤ ٱلسَّ وهه وَ  ٱدۡعه لِأٓباَئٓهِِمۡ هه

قۡسَطه عِندَ 
َ
ِ  أ مۡ فِِ فإَنِ لَّمۡ تَعۡلَ  ٱللَّّ َٰنهكه مۡ فإَخِۡوَ ْ ءَاباَءَٓهه وٓا ِينِ مه مۡ   ٱل  َٰلِِكه وَمَوَ

تهم بهِِ 
ۡ
خۡطَأ

َ
نَاحٞ فيِمَآ أ مۡ جه مۡ  وَكََنَ  ۦوَلَيۡسَ عَلَيۡكه دَتۡ قهلهوبهكه ا تَعَمَّ وَلََٰكِن مَّ

ه  ور   ٱللَّّ   ٥رَّحِيمًا  اغَفه
 

Artinya: “Allah tidak menjadikan bagi seseorang mempunyai dua hati dalam 

rongganya; dan Dia tidak Menjadikan istri-istrinya yang kamu zhihar 

itu sebagai ibumu, dan Dia tidak Menjadikan anak angkatmu sebagai 

anak kandungmu (sendiri). Yang demikian itu hanyalah perkataan di 

mulutmu saja. Allah Mengatakan yang sebenarnya dan Dia 

Menunjukkan jalan (yang benar).” 

  “Panggilah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) 

nama bapak-bapak mereka; itulah yang adil di sisi Allah, dan jika 

kamu tidak mengatahui bapak mereka, maka (panggilah mereka 

sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu. Dan tidak 

ada dosa atasmu jika kamu khilaf tentang itu, tetapi (yang ada 

dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. Allah Maha Pengampun, 

Maha Penyayang.”
1
 

 

 

  

                                                             
1
 Al-Qur’an Tajwid &Terjemahan, (Bandung: CV Penerbit  Diponegoro, 2010),  Q.S. al-

Ahzab ayat 4&5, hal. 418. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Anak menduduki posisi yang sangat penting dalam kehidupan keluarga 

dan kehidupan bermasyarakat, hal ini karena anak adalah bagian dari penerus 

generasi untuk mewujudkan mimpi dan cita-cita yang belum terwujud dari 

generasi sebelumnya. Dalam al-Qur’an seorang anak memiliki kedudukan 

yang sangat penting, dimana seorang anak diistilahkan sebagai perhiasan 

dalam kehidupan dunia dan sebagai objek kecintaan seseorang.
2
 Sebagaimana 

yang disebutkan dalam surah al-Kahfi ayat 46 dan surah al-Imran ayat 14 yang 

berbunyi: 

                        

           

Artinya: “Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia tetapi 

amal kebajikan yang terus menerus adalah lebih baik pahalanya di 

sisi Tuhan-mu serta lebih baik untuk menjadi harapan.” (Q.S. al-

Kahfi: 46).
3
 

 

Hasbi Ash-Shiddieqy menjelaskan bahwa harta dan anak-anak yang 

dibanggakan oleh orang-orang jahiliyah, seperti Uyainah dan al aqran adalah 

termasuk perhiasan dunia, bukan termasuk bekal akhirat. Sedangkan kita 

                                                             
2
 Sulaiman Saat, Pendidikan Anak Dalam Al-Qur’an, Lentera Pendidikan: Vol. 13 No. 1, 

Juni 2010, hal. 64. 
3
 Al-Qur’an Tajwid &Terjemahan, (Bandung: CV Penerbit  Diponegoro, 2010),  Q.S. al-

Kahf ayat 46, hal. 299. 
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mengetahui bahwa dunia ini akan segera sirna, sehingga tidak sepatutnya 

untuk bermegah-megahan diri dengan anak dan keturunan.
4
 

                    

                             

               

Artinya: “Dijadikan terasa indah dalam pandangan manusia cinta terhadap 

apa yang diinginkan, berupa perempuan-perempuan, anak-anak, 

harta-benda yang bertumpuk dalam bentuk emas dan perak, kuda 

pilihan, hewan ternak dan sawah ladang. Itulah kesengan hidup di 

dunia, dan di sisi Allah-lah tempat kembali yang baik.” (Q.S al-

Imran: 14).
5
 

 

Anak menjadi kebanggaan bagi manusia dan juga menjadi perhiasan 

dunia, terkadang banyaknya keturunan adalah untuk kebanggaan karena 

mempunyai keturunan yang baik dan juga memperbanyak keturunan serta 

meperbanyak umat Rasulullah SAW dengan tujuan supaya mereka banyak 

beribadah kepada Allah SWT dan tidak menyekutukan Allah dan hal ini 

sangat dipuji dan terpuji dalam ajaran agama Islam.
6
 

Kelahiran anak dalam suatu ikatan perkawinan menjadi salah satu 

bentuk terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah. Dari 

ikatan perkawinan diharapkan bisa mendapatkan keturunan dan juga 

memelihara nasab. Dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 

Pasal 42 yang berbunyi “Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam 

                                                             
4
 Tengku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, Tafsir Al Qur’anul Majid An Nuur Jilid 3, 

Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2000. 
5
 Al-Qur’an Tajwid &Terjemahan, (Bandung: CV Penerbit  Diponegoro, 2010),  Q.S. al-

Imran ayat 14, hal.51. 
6
 Jaidil Kamar, Harta dalam Pandangan Islam: Kajian Tafsir Surat Ali Imran Ayat 14, 

Jurnal An-Nahl Vol.8 No.2, Desember 2021, hal. 93. 
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atau sebagai akibat perkawinan yang sah,” maka dapat dipahami bahwa 

keturunan yang sah adalah keturunan yang diperoleh dari perkawinan antara 

seorang laki-laki dengan seorang wanita yang juga dilakukan secara sah. 

Perkawinan yang sah yaitu perkawinan yang dilakukan sesuai dengan 

ketentuan hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu.
7
 

Kehadiran anak dalam sebuah rumah tangga adalah anugerah yang 

sangat didambakan. Seorang anak dipercaya menjadi salah satu sebab 

terwujudnya keluarga yang harmonis. Dapat dikatakan suatu keluarga belum 

lengkap tanpa kehadiran seorang anak. Lahirnya seorang anak di dalam 

keluarga juga diharapkan akan menjadi titik awal dalam mewujudkan salah 

satu tujuan dari perkawinan. Akan tetapi, tidak setiap perkawinan selalu 

dikaruniai seorang anak. Sehingga pengangkatan anak menjadi salah satu jalan 

untuk menjawab permasalahan bagi orang tua yang tidak bisa mendapatkan 

keturunan. Di sisi lain, adanya pengangkatan anak juga diharapkan menjadi 

penyelesaian masalah bagi anak-anak terlantar di negeri ini. 

Pelaksanaan pengangkatan anak bukan hal yang baru terlebih dalam 

agama Islam, karena Rasulullah SAW juga melakukannya. Namun, dalam 

prosedur pelaksanaannya di masa sekarang tentu saja berbeda dari zaman 

Rasullulah, meskipun demikian yang menjadi dasar hukum pelaksanaan 

pengangkatan anak tetap menggunakan hukum yang sudah ditetapkan oleh 

                                                             
7
 R. Sondang  L. Tobing, Pengangkatan Anak Dalam Kajian Persepektif Hukum Islam, 

Jurnal Solusi Fakultas Hukum Universitas Palembang: Vol. 19 No.3, Desember 2021.  
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Rasulullah. Dimana pengangkatan anak dilakukan dengan tidak memutuskan 

hubungaan nasab antara anak angkat dengan orang tua biologisnya.
8
 

Berdasarkan hasil wawancara survei yang dilakukan peneliti di 

Pengadilan Agama Metro Kelas 1 A, peneliti mewancarai bapak Joni Jidan 

selaku Hakim Pengadilan Agama Metro Kelas 1 A. Beliau mengatakan bahwa 

pengangkatan anak bagi orang Islam disebutkan dalam Kompilasi Hukum 

Islam Pasal 171, dimana pengangkatan anak adalah beralihnya tanggung 

jawab pemeliharaan anak dari orang tua kandung kepada orang tua angkat 

serta tidak merubah  nasab antara anak angkat dengan orang tua angkat. Beliau 

menambahkan bahwa prosedur pengangkatan anak sudah diatur secara jelas 

dalam SEMA No. 6 Tahun 1983 Tentang Penyempurnaan SEMA No. 2 Tahun 

1979 Tentang Pengangkatan Anak dan diatur juga dalam Peraturan 

Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak. 

Dalam pelaksanaannya pada masa sekarang, pengangkatan anak harus 

dilakukan dengan proses hukum melalui penetapan Pengadilan. Hal ini 

bertujuan agar di kemudian hari peristiwa pengangkatan anak tersebut 

memiliki kepastian hukum baik bagi anak dan juga bagi orang tua.
9
 

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang 

Pelaksanaan Pengangkatan Anak yang menyebutkan bahwa pengangkatan 

anak dilakukan melalui penetapan Pengadilan,
10

 maka bagi yang beragama 

                                                             
8
 Sasmiar, S.H., M.H: Dosen Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Jambi, 

Pengangkatan Anak Ditinjau dari Hukum Islam dan Peraturan Pemerintah No.54 Tahun 2007 

Tentang Pengangkatan Anak, Jurnal Hukum Islam. 
9
 Wawancara survei dengan bapak Joni Jidan selaku Hakim Pengadilan Agama Kota Metro 

25 Maret 2022.  
10

 PP Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak.  
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Islam pengangkatan anak dilakukan melalui penetapan Pengadilan Agama 

dengan mengikuti berbagai prosedur yang sudah ditetapkan untuk 

memperoleh izin pengangkatan anak.
11

 Penetapan ini berdasarkan lahirnya 

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-

Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang memberikan 

kewenangan kepada Pengadilan Agama untuk menerima, memeriksa dan 

mengadili serta menyelesaikan perkara berdasarkan Hukum Islam yang sesuai 

dengan asas personalita keislaman yang tunduk dan yang dapat ditundukkan 

kepada kekuasaan lingkungan Peradilan Agama.
12

 Pengangkatan anak juga 

diatur dalam Peraturan Pemerintah, tujuan dari dibentuknya Undang-Undang 

ini yaitu untuk menjaga masa depan anak, di mana orangtua angkat dapat 

dipastikan mampu memberikan kasih sayang dan mengantarkan masa depan 

anak lebih baik. 

Selanjutnya dalam Peraturan Presiden RI No. 96 Tahun 2018 tentang 

Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil 

disebutkan bahwa untuk penerbitan Kartu Keluarga karena perubahan data 

harus melampirkan surat keterangan atau bukti perubahan peristiwa 

kependudukan dan peristiwa penting.
13

 Adapun yang dimaksud dengan 

surat/bukti peristiwa penting untuk memasukkan anak angkat pada Kartu 

Keluarga adalah bukti salinan penetapan dari pengadilan mengenai 

                                                             
11

  Muhammad Heriawan, Pengangkatan Anak Secara Langsung Dalam Persepektif 

Perlindungan Anak, Jurnal Katalogis, Vol. 5 No. 5, 2017. 
12

  Haedah Faradz, Pengangkatan Anak Menurut Hukum Islami, Jurnal Dinamika Hukum: 

Vol. 9 No. 2, Mei 2009. 
13

 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan 

Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil Pasal 12 ayat b. 
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pengangkatan anak. Salinan penetapan pengadilan ini juga dibutuhkan sebagai 

syarat untuk pembuatan catatan pinggir pada Akta Kelahiran anak angkat.
14

   

Pada sisi lain, kurangnya pemahaman hukum yang dimiliki masyarakat 

yang kemudian membuat mereka berfikir bahwa pengangkatan anak melalui 

pengadilan adalah proses yang menyulitkan dan harus mengeluarkan biaya 

yang tidak sedikit. Sehingga masyarakat melakukan tindakan spekulatif, yaitu 

mengangkat anak tanpa melalui penetapan Pengadilan. Kemudian 

memasukkan anak angkat pada Kartu Keluarga (KK) tanpa memenuhi  syarat 

perubahan Kartu Keluarga dalam Peraturan Presiden RI No. 96 Tahun 2018 

tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan 

Sipil, dan menjadikan anak angkat sebagai anak kandung daripada orang tua 

angkatnya dalam Akta Kelahiran anak angkat. Hal ini berdasarkan kasus yang 

terjadi di Desa Yosorejo, Metro Timur. Pengangkatan anak yang dilakukan 

oleh pasangan suami isteri berinisial T dan S dilakukan pada tahun 1990 sejak 

anak baru dilahirkan. Alasan melakukan  pengangkatan anak karena belum 

mempunyai keturunan dan untuk menyelamatkan anak agar tidak terlantar, 

karena ayah kandungnya tidak bertanggung jawab dan ibu kandungnya berniat 

untuk membuang anak tersebut.
15

 

Kasus lain terjadi di Desa Kedaton I, Batanghari Nuban. Di Desa 

Kedaton I terdapat dua keluarga yang melakukan pengangkat anak. 

Pengangkatan anak dilakukan oleh pasangan suami isteri berinisial AE dan 

                                                             
14

 Gunawan Sapto, DISPENDUKCAPIL Kab.Grobogan, “Akta Pengangkatan Anak” dalam 

https://www.dispendukcapil.grobogan.go.id/akta-pengangkatan-anak diunduh pada 15 November 

2022. 
15

 Wawancara dengan Bapak T dan Ibu S salah satu masyarakat yang melakukan 

pengangkatan anak di Desa Yosorejo, Kec. Metro Timur Kabupaten Kota Metro, 26 Mei 2022. 

https://www.dispendukcapil.grobogan.go.id/akta-pengangkatan-anak
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NM, dapat diambil data bahwa pengangkatan anak dilakukan sejak anak 

berusia 6 bulan tepatnya pada tahun 2014. Pengangkatan anak dilakukan 

dengan dasar bahwa orang tua angkat belum dikaruniai anak setelah menikah 

selama empat tahun.
16

 Kemudian untuk narasumber yang ke dua berinisial Z 

dan F, pengangkatan anak dilakukan sejak anak berusia lima hari setelah 

dilahirkan pada tahun 2017. Dasar dan alasan pengangkatan anak dilakukan 

karena belum mempunyai keturunan dan untuk menyelamatkan anak tersebut 

agar tidak terlantar, karena Ibu kandung dari anak tersebut tidak ingin 

membesarkan dan merawat anaknya karena suaminya sudah meninggal dunia. 

Proses pengangkatan anak dilakukan tidak dengan pertemuan langsung dari 

keluarga kandung, melainkan sudah melalui pihak perantaran yaitu Bidan 

yang membantu persalinan. Hal ini karena anak yang baru dilahirkan langsung 

dititipkan kepada bidan yang membantu persalinan oleh ibu kandungnya.
17

  

Dari hasil wawancara kepada tiga narasumber yang melakukan 

pengangkatan anak tanpa penetapan di Pengadilan, terdapat fakta lain alasan 

masyarakat melakukan tindakan spekulatif. Memasukkan anak angkat ke 

dalam Kartu Keluarga dan merahasiakan identitas asli dari anak angkat 

dianggap sebagai tindakan yang paling benar untuk menjaga perasaan dan 

mental anak angkat demi terwujudnya kehidupan yang lebih baik bagi anak 

angkat tersebut, hal ini karena anak yang diangkat memiliki latar belakang 

                                                             
16

 Wawancara dengan Ibu NM salah satu masyarakat yang melakukan pengangkatan anak 

di Desa Kedaton 1 Kec. Batanghari Kabupaten Lampug Timur, 14 Maret 2022.  
17

 Wawancara dengan Ibu F salah satu masyarakat yang melakukan pengangkatan anak di 

Desa Kedaton  1 Kec. Batanghari Kabupaten Lampug Timur, 14 Maret 2022. 
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dengan beragam alasan dan masalah sehingga terjadi tindakan pengangkatan 

anak yang dilakukan oleh Narasumber. 

Pengangkatan anak yang dilakukan dengan mengganti status nasab 

anak angkat dan memasukkan anak angkat ke dalam Kartu Keluarga dan Akta 

Kelahiran
18

 tanpa penetapan di Pengadilan akan menimbulkan implikasi 

hukum dikemudian hari, diantaranya yaitu terganggunya hubungan 

kekeluargaan dan hak-haknya. Penggantian nasab dan memasukkan anak 

angkat pada Kartu Keluarga mengakibatkan hukum antara anak dan orang tua 

kandung putus dan timbul hubungan hukum baru dengan orang tua angkat. 

Hal ini yang kemudian akan mengganggu hak dan kewajiban keluarga yang 

sudah ditetapkan dalam agama Islam.
19

 Seperti dalam perwalian untuk anak 

angkat perempuan jika akan menikah yang berhak menjadi walinya adalah 

ayah kandung, akan tetapi karena dalam administrasi kependudukan seperti 

Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran menyatakan adanya hubungan antara 

orang tua angkat dan anak angkat, sehingga  secara yuridis mereka memiliki 

hubungan keperdataan seperti perwalian dan waris, sehingga kemudian ayah 

angkatnya bisa menjadi wali dari anak angkat tersebut.
20

 

Tindakan memasukkan anak angkat pada kartu keluarga dan akta 

kelahiran tanpa penetapan pengadilan juga akan berdampak terhadap status 

legalitas kartu keluarga dan akta kelahiran. Hal ini karena dalam pembuatan 

                                                             
18

 Dokumentasi: Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran. 
19

 Afif Faisal Bahar, Studi Perlindungan Hukum Atas Anak Angkat Tanpa Penetapan 

Pengadilan Perspektif Hukum Keluarga Islam Di Indonesia Di Kel. Demaan Kec. Jepara Kab. 

Jepara, ISTI‘DAL: Jurnal Studi Hukum Islam, Vol. 8 No.2 Juli-Desember 2021. 
20

 Ika Putri Pratiwi, AKIBAT HUKUM PENGANGKATAN ANAK YANG TIDAK MELALUI 

PENETAPAN PENGADILAN, Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas 

Brawijaya. 
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Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran tidak sesuai dengan peraturan dan 

Undang-Undang yang berlaku sebagaimana yang sudah dijelaskan dalam 

Peraturan Presiden RI No. 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara 

Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil dan Undang-Undang Nomor 23 

Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan bahwa dalam penerbitan KK 

karena perubahan data dan pencatatan pengangkatan anak harus melampirkan 

salinan penetapan pengadilan sebagai surat keterangan atau bukti perubahan 

peristiwa kependudukan dan peristiwa penting.  

Menarik untuk ditelaah menghapuskan status wali nasab anak angkat 

pada Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran dengan menjadikan anak angkat 

sebagai anak kandung daripada orang tua angkatnya. Untuk itu peneliti ingin 

mengetahui status legalitas dan akibat hukum kartu keluarga anak angkat 

tanpa penetapan pengadilan dalam studi Pandangan Hakim dengan melakukan 

penelitian lebih lanjut tentang masalah tersebut dengan mengambil judul 

skripsi “Penggantian  Status Wali Nasab Anak Angkat Kepada Bapak Angkat 

Pada Kartu Keluarga (Studi Pandangan Hakim Pengadilan Agama Metro 

Kelas 1 A)”. 

B. Pertanyaan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan oleh peneliti, maka 

dapat dirumuskan pertanyaan penelitian ini adalah Bagaimana pandangan 

hakim atas status legalitas dan akibat hukum penggantian wali nasab pada 

anak angkat kepada bapak angkat pada Kartu Keluarga orang tua angkat? 
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C. Tujuan  

Berdasarkan pertanyaan di atas maka peneliti memiliki tujuan, yaitu 

untuk mengetahui bagaimana pandangan Hakim Pengadilan Agama Metro 

Kelas 1 A atas status legalitas dan akibat hukum penggantian wali nasab anak 

angkat kepada bapak angkat pada Kartu Keluarga.  

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat menambah khazanah pengetahuan di 

bidang hukum keluarga khususnya terkait Penggantian Status Wali Nasab 

Anak Angkat Kepada Bapak Angkat Pada Kartu Keluarga (Studi 

Pandangan Hakim Pengadilan Agama Metro Kelas 1 A). 

2. Manfaat Praktis 

Penelitian ini diharapkan dapat membantu memberikan pemahaman 

bagi para praktisi hukum, masyarakat umum, dan peneliti lain dalam 

mengkaji dan mengembangkan rangkaian penelitian lebih lanjut dalam 

karya ilmiah tentang pengangkatan anak. 

E. Penelitian Relevan 

Bagian ini memuat secara sistematis mengenai hasil penelitian 

terdahulu yaitu  persoalan tentang yang akan dikaji dalam skripsi yang telah 

lalu. Berdasarkan pengertian tersebut peneliti mengutip beberapa karya ilmiah 

yang judulnya relevan dengan persoalan yang akan diteliti, sehingga akan 

diketahui dengan jelas perbedaan tujuan yang akan dicapai. Maka kutipan 

hasil penelitian yang terdahulu diantaranya sebagai berikut: 



11 
 

  
 

1. Ratiwi Nurma Setiawati, “Pandangan Hakim Pengadilan Agama 

Lamongan Dalam Memutus Perkara Pengangkatan Anak Yang Tidak 

Diketahui Orang Tua Kandungnya”, Tahun 2013. Hasil penelitian skripsi 

ini berfokus terhadap pandangan hakim dalam memutus perkara 

pengangkatan anak yang tidak diketahui orang tua kandungnya. Persamaan 

skripsi ini dengan skripsi peneliti yaitu sama-sama membahas mengenai 

pandangan hakim terkait pengangkatan anak dengan memaparkan kasus 

pengangkatan anak yang dilakukan tanpa penetapan Pengadilan dan 

dilakukan dengan  menasabkan anak angkat kepada bapak angkat. Adapun 

perbedaannya adalah skripsi ini membahas bagaimana kenasaban anak 

angkat yang tidak diketahui orang tua kandungnya jika proses 

pengangkatan anak tersebut  dilakukan melalui Pengadilan. Sedangkan 

skripsi peneliti akan membahas terkait akibat hukum terhadap penggantian 

wali nasab anak angkat kepada bapak angkat pada Kartu Keluarga dan 

Akta Kelahiran.   

2. Alimudin, “Praktek Pengangkatan Anak (Studi Kasus Di Desa Terbedak 

Kecamatan Payaraman Kabupaten Ogan Ilir)”, Tahun 2015. Hasil 

penelitian ini yaitu bahwa pengangkatan anak dilakukan untuk menolong 

anak karena orang tuanya tidak mampu dan dilaksanakan berdasarkan 

hukum adat. Persamaan skripsi ini dengan skripsi peneliti yaitu sama-sama 

membahas mengenai akibat hukum yang ditimbulkan dari praktik 

pengangkatan anak tanpa penetapan pengadilan. Perbedaannya yaitu 

dalam skripsi ini tidak dijelaskan bagaimana status legalitas Kartu 
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Keluarga anak angkat tanpa penetapan pengadilan, sedangkan dalam 

skripsi peneliti dijelaskan secara rinci status legalitas Kartu Keluarga anak 

angkat tanpa penetapan pengadilan. 

3. Ahmad Bayuki, “Analisis Hukum Islam dan Hukum Positif Tentang 

Pengangkatan Anak Dalam Kandungan (Studi Kasus di Desa Sumber 

Makmur Kecamatan Lempuing Kabupaten Organ Komering Ilir)”, Tahun 

2018. Hasil penelitian ini bahwa pengangkatan anak yang dilakukan oleh 

masyarakat tidak dilakukan melalui proses pengadilan dan juga 

bertentangan dengan hukum Islam karena memutus nasab antara anak 

angkat dengan orang tua kandungnya. Persamaan skripsi ini yaitu sama-

sama membahas mengenai pengangkatan anak dengan  memutus nasab 

antara anak angkat dan orang tua kandung, adapun perbedaannya adalah 

skripsi ini lebih fokus terhadap pelaksanaan pengangkatan dengan 

memutus hubungan nasab yang dilakukan oleh masyarakat di Desa 

Sumber Makmur Kecamatan Lempuin Kabupaten Organ Komering Ilir, 

sedangkan skripsi peneliti akan berfokus kepada pandangan Hakim 

Pengadilan Agama Metro Kelas 1 A terkait pelaksanaan pengangkatan 

anak yang memutus hubungan nasab dengan mengganti status nasab anak 

angkat kepada bapak angkat pada Kartu Keluarga. 

Dari penelitian terdahulu di atas, maka dapat diketahui bahwa penelitian 

yang akan dilakukan oleh peneliti ini memiliki kajian yang berbeda, walaupun 

memiliki fokus kajian yang sama dalam tema-tema tertentu. Pada penelitian 

yang akan dilakukan oleh peneliti adalah penelitian dalam lingkup wawancara 
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kepada Hakim di Pengadilan Agama Metro Kelas 1 A mengenai pandangan 

Hakim Pengadilan Agama Metro Kelas 1 A terkait penggantian status wali 

nasab anak angkat kepada bapak angkat pada Kartu Keluarga. 



 

 

 

BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

A. Anak Angkat 

1. Pengertian Anak Angkat 

Anak angkat adalah suatu perbuatan hukum dalam konteks hukum 

adat kekeluargaan. Seseorang anak yang sudah diangkat menjadi anak 

angkat, maka ia akan diterima dalam suatu posisi yang dipersamakan baik 

biologis maupun sosial yang sebelumnya tidak melekat pada anak 

tersebut.
1
 Anak angkat adalah anak orang yang dianggap anak sendiri oleh 

orang tua angkat dengan resmi menurut hukum adat setempat dengan 

tujuan untuk kelangsungan keturunan dan atau pemeliharaan atas harta 

kekayaan rumah tangganya. Antara anak angkat dan orang tua yang 

mengangkat anak akan lahir suatu hubungan kekeluargaan yang sama, 

seperti halnya dalam hubungan orang tua dan anak kandung. Hak dan 

kewajiban anak angkat juga beralih kepada pihak yang mengangkatnya 

sebagai anak seperti halnya anak kandung.
2
 

Setelah memahami tentang pengertian tentang anak angkat, maka 

selanjutnya akan diapaparkan mengenai pengertian pengangkatan anak. 

Istilah pengangkatan anak menurut etimologi berasal dari kata “adoptie” 

(Bahasa Belanda) yang berarti mengangkat seorang anak untuk dijadikan 

sebagai anak kandung, atau “adoption” (Bahasa Inggris) yang mempunyai 

                                                             
1
Ahmad Kamil dan Fauzan, Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia, 

(Jakarta: Rajawali Pers, 2020), hal.31. 
2
 Amran Suadi dan Mardi Cnadra, Politik Hukum Persepektif Hukum Perdata dan Pidana 

Islam serta Ekonomi Syariah, (Prenadamedia Group, 2016), hal. 149-150. 
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arti pengangkatan.
3
 Pengangkatan anak juga dikenal dengan istilah 

“tabanni” (Bahasa Arab) yang berarti mengambil anak. Dalam Kamus 

Besar Bahasa Indonesia sendiri pengangkatan anak disebut dengan istilah 

“Adopsi” yang artinya pengambilan (pengangkatan) anak orang lain secara 

sah menjadi anak sendiri. Secara terminologis pengangkatan menurut 

Wahbah al-Zuhaili adalah pengambilan anak yang dilakukan oleh 

seseorang terhadap anak yang jelas nasabnya kemudian anak tersebut 

dinasabkan kepada dirinya.
4
 

2. Prosedur Mengangkat Anak di Indonesia 

Prosedur pengangkatan anak di Indonesia diatur dalam SEMA No. 6 

Tahun 1983 Tentang Penyempurnaan SEMA No. 2 Tahun 1979 Tentang 

Pengangkatan Anak dan diatur juga dalam Peraturan Pemerintah Nomor 

54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak. 

a. Prosedur Pengangkatan Anak dalam SEMA No. 6 Tahun 1983  

Tentang Pengangkatan Anak 

Dalam hal menerima, kemudian memeriksa dan mengadili 

Permohonan-permohonan Pengesahan/Pengangkatan anak antar W.N.I 

diperhatikan hal-hal sebagai berikut: 

1. Syarat dan bentuk surat permohonan (sifatnya voluntair) 

a. Permohonan seperti ini hanya dapat diterima apabila telah 

ternyata ada urgensi yang memadai. 

                                                             
3
 Suparna Wijaya & Annisa Febriana Safira, Pajak Penghasilan: Anak Angkat 

Berpenghasilan, (Guepidia: 2021), hal.51-52. 
4
  Ahmad Kamil dan Fauzan, Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia, 

(Jakarta: Rajawali Pers, 2020), hal. 95-96.  
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Umpamanya: Ada ketentuan-ketentuan undang-undang yang 

mengharuskannya. 

a. Seperti permohonan-permohonan yang lain, permohonan 

seperti ini dapat dilakukan secara lisan sesuai dengan hukum 

acara yang berlaku di Pengadilan Negeri atau permohonan 

secara tertulis. 

b. Dapat diajukan dan ditanda tangani oleh pemohon sendiri atau 

kuasanya. Disamping itu pemohon dapat juga didampingi/ 

dibantu seseorang (sesuai pengertian dalam Pasal 123 RID). 

Dalam hal didampingi/dibantu maka hal ini berarti 

pemohon/calon orang tua angkat harus tetap hadir dalam 

pemeriksaan di persidangan. 

Begitu juga meskipun permohonan memakai seorang kuasa 

namun ia wajib hadir dalam pemeriksaan sidang Pengadilan 

Negeri. 

c. Dibubuhi materai secukupnya. 

d. Dialamatkan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang daerah 

hukumnya meliputi tempat tinggal/domisili anak yang akan 

diangkat.  

2. Isi surat permohonan. 

a. Dalam bagian dasar hukum dari permohonan tersebut secara 

jelas diuraikan dasar yang mendorong (motif) diajukan 

permohonan pengesahan/pengangkatan anak tersebut. 
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b. Juga harus nampak bahwa permohonan pengesahan anak itu 

dilakukan terutama untuk kepentingan calon anak yang 

bersangkutan, dan digambarkan kemungkinan kehidupan hari 

depan si-anak setelah pengangkatan anak terjadi. 

c. Isi petitum bersifat tunggal: 

Yakni: tidak disertai (in samenloop met) petitum yang lain. 

Umpama: cukup dengan: “agar pengangkatan anak yang telah 

dilakukan oleh pemohon (C) terhadap anak B yang bernama A 

dinyatakan sah”, tanpa ditambah tuntutan lain seperti: “agar 

ditetapkan anak bernama A tersebut, ditetapkan sebagai ahli 

waris dari...........C” 

3. Syarat-syarat bagi perbuatan pengangkatan anak antar W.N.I. 

yang harus dipenuhi antara lain sebagai berikut: 

a. Syarat bagi calon orang tua angkat: (pemohon). 

b. Pengangkatan anak yang langsung dilakukan antar orang tua 

kandung dengan orang tua angkat (private adoption) 

diperbolehkan. 

c. Pengangkatan anak yang dilakukan oleh seorang yang tidak 

terikat dalam perkawinan sah/belum menikah (single parent 

adoption) diperbolehkan. 

4.  Syarat bagi calon anak yang diangkat: 

Dalam hal calon anak angkat tersebut berada dalam 

asuhan suatu yayasan sosial harus dilampirkan surat izin tertulis 
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Menteri Sosial bahwa yayasan yang bersangkutan telah diizinkan 

bergerak di bidang kegiatan pengangkatan anak. 

5. Calon anak angkat yang berada dalam asuhan yayasan sosial 

yang dimaksud di atas harus pula mempunyai izin tertulis dari 

Menteri Sosial atau Pejabat yang ditunjuk bahwa anak tersebut 

diizinkan untuk diserahkan sebagai anak angkat.
5
 

Berdasarkan SEMA No. 6 Tahun 1983  Tentang Pengangkatan 

Anak diatas maka harus diperhatikan dalam perkara permohonan 

pengangkatan anak adalah permohonan pengangkatan anak ditujukan 

kepada Ketua Pengadilan Negeri atau Ketua Pengadilan Agama. 

Pemohon yang beragama Islam yang bermaksud untuk mengajukan 

permohonan pengangkatan anak berdasarkan Hukum Islam, maka 

permohonannya diajukan kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi 

tempat tinggal pemohon.
6
 

b. Prosedur Pengangkatan Anak dalam Peraturan Pemerintah 

Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak 

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang 

Pelaksanaan Pengangkatan Anak menegaskan syarat-syarat 

pengangkatan anak dalam pasal 12 dan pasal 13 sebagai berikut: 

Pasal 12 

Ayat (1) syarat anak yang akan diangkat, meliputi: 

a. Belum berusia 18 (delapan belas) tahun; 

                                                             
5
 SEMA No. 6 Tahun 1983  Tentang Pengangkatan Anak 

6
 Ahmad Kamil dan Fauzan, Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia, 

(Jakarta: Rajawali Pers, 2020), hal. 59. 
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b. Merupakan anak terlantar atau ditelantarkan; 

c. Berada dalam asuhan keluarga atau lembaga pengasuhan anak; 

dan 

d. Memerlukan perlindungan khusus. 

Ayat (2) usia anak angkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf 

a meliputi: 

a. Anak belum berusia 6 (enam) tahun, merupakan prioritas utama; 

b. Anak berusia 6 (enam) tahun sampai dengan belum berusia 12 

(dua belas) tahun, sepanjang ada alasan mendesak; dan 

c. Anak berusia 12 (dua belas) tahun sampai dengan belum berusia 

18 (delapan belas) tahun, sepanjang anak memerlukan 

perlindungan khusus. 

Pasal 13 

Calon orang tua angkat harus memenuhi syarat-syarat: 

a. Sehat jasmani dan rohani; 

b. Berumur paling rendah 30 (tiga puluh) tahun dan paling tinggi 55 

(lima puluh lima) tahun; 

c. Beragama sama dengan agama calon anak angkat; 

d. Berkelakuan baik dan tidak pernah dihukum karena melakukan 

tindak kejahatan; 

e. Berstatus menikah paling singkat 5 (lima) tahun; 

f. Tidak merupakan pasangan sejenis; 
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g. Tidak atau belum  mempunyai anak atau hanya memiliki satu 

orang anak; 

h. Dalam keadaan mampu ekonomi dan sosial; 

i. Memperoleh persetujuan anak dan izin tertulis orang tua atau 

wali anak; 

j. Membuat pernyataan tertulis bahwa pengangkatan anak adalah 

demi kepentingan terbaik bagi anak, kesejahteraan dan 

perlindungan anak; 

k. Adanya laporan sosial dari pekerja sosial setempat; 

l. Telah mengasuh calon anak angkat paling singkat 6 (enam) bulan, 

sejak izin pengasuhan diberikan; dan 

m. Memperoleh izin Menteri dan/atau kepala instansi sosial.7  

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 

tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak pasal 12 dan 13 diatas maka 

dapat dipaparkan dengan jelas persyaratan pengangkatan anak yang 

harus dipenuhi yaitu bahwa  anak yang akan diangkat termasuk dalam 

kategori anak terlantar,  syarat lain bagi calon orang tua angkat dan 

calon anak angkat sebagai berikut: 

1) Calon orang tua angkat mempunyai kondisi kesehatan jasmani dan 

rohani. Dibuktikan dengan Surat keterangan sehat jasmani 

berdasarkan keterangan dari Dokter Pemerintah dan Surat 

                                                             
7
 PP Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak Pasal 12 hururf a-g 

Dan Pasal 13 huruf  a-m. 
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keterangan sehat secara mental berdasarkan keterangan Dokter 

Psikiater. 

2) Calon orang tua angkat tidak pernah dipidana atau dihukum.  

3) Calon orang tua angkat bukan seseorang yang mempunyai 

disorientasi seksual seperti homo dan lesbian. 

4) Calon orang tua angkat dalam kondisi ekonomi dan sosial yang 

terjamin. Dibuktikan dengan Surat keterangan penghasilan dari 

tempat calon orang tua angkat bekerja. 

5) Calon orang tua angkat mendapat persetujuan dari calon anak 

angkat maupun orang tua atau wali calon anak angkat. Dibuktikan 

dengan Surat keterangan persetujuan pengangkatan anak dari 

keluarga suami-isteri calon orang tua angkat. 

6) Adanya ijin dari Kementerian Sosial setempat. Permohonan izin 

pengangkatan anak diajukan pemohon kepada Kepala Dinas 

Sosial/Instansi Sosial Propinsi/Kabupaten/Kota dengan ketentuan 

sebagai berikut: 

(a) Ditulis tangan sendiri oleh pemohon di atas kerta bermaterai 

cukup, 

(b) Ditandatangani sendiri oleh pemohon (suami istri), 

(c) Mencantumkan nama anak dan asal usul anak yang akan 

diangkat. Dalam hal calon anak angkat tersebut sudah berada 

dalam asuhan keluarga calon orang tua angkat dan tidak 

berada dalam asuhan organisasi sosial, maka calon orang tua 
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angkat harus dapat membuktikan kelengkapan surat-surat 

mengenai penyerahan anak dan orang tua/wali keluarganya 

yang sah kepada calon orang tua angkat yang disahkan oleh 

instansi sosial tingkat Kabupaten/Kota setempat, termasuk 

surat keterangan kepolisian dalam hal latar belakang dan data 

anak yang diragukan (domisili anak berasal).
8
 

7) Syarat Administrasi permohonan pengangkatan anak 

(a) Fotokopi Buku Nikah calon orang tua angkat, 

(b) Fotokopi Buku Nikah orang tua kandung, 

(c) Fotokopi Kartu Keluarga, 

(d) Fotokopi Akta Kelahiran calon anak angkat, 

(e) Fotokopi KTP, 

(f) Surat pernyataan penyerahan anak dari orang tuanya, 

(g) Surat Pernohonan Adopsi Anak yang ditujukan kepada Ketua 

Pengadilan Agama, 

(h) Surat permohonan mengangkat anak dari yang bersangkutan 

kepada oran tua anak, 

(i) Fotokpi SKCK calon orang tua angkat, 

(j) Fotokopi surat kesehatan calon orang tua angkat, 

(k) Fotokopi penghasilan calon orang tua angkat, 

                                                             
8
 Dessy Balaati, Prosedur dan Penetapan Anak Angkat di Indonesia, Lex Privatum: Vol. 1 

No. 1, Maret 2013. 
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(l) Surat dari dinas sosial.
9
 

3. Anak Angkat dalam Hukum Islam 

Anak angkat dalam Hukum Islam memiliki kedudukan yang 

berbeda dengan anak kandung dalam keluarga angkat. Dalam perbuatan 

pengangkatan anak angkat tidak menjadikan anak angkat mempunyai 

hubungan darah dan hubungan kewarisan dengan keluarga angkat, 

sehingga anak angkat masih merupakan ahli waris dari orang tua 

kandungnya.
10

 Pengangkatan anak dalam Hukum Islam sebenarnya adalah 

hukum hadhanah yang diperluas dan sama sekali tidak mengubah 

hubungan hukum, nasab dan mahram antara anak angkat dengan orang tua 

dan keluarga kandungnya. Perubahan yang terjadi dalam hubungan anak 

angkat ini hanya perpindahan tanggung jawab pemeliharaan, pengawasan 

dan pendidikan dari orang tua asli kepada orang tua angkat. Hal ini 

disebutkan dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 171 bahwa anak angkat 

adalah anak yang dalam pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya 

pendidikan dan sebagainya beralih tanggung jawabnya dari orang tua asal 

kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan Pengadilan.
11

  

Pengangkatan anak dalam hukum Islam ditekankan kepada segi 

kecintaan, pemberiaan nafkah, pendidikan dan memenuhi segala 

kebutuhannya. Dalam syariat Islam pengangkatan anak memberi 

                                                             
9
 Mahkamah Agung Republik Indonesia Pengadilan Agma Metro Kelas 1 A, “Prosedur 

Pengajuan Perkara Pengadilan Agama Metro” dalam www.pa-metro.go.id diunduh pada 09 Juli 

2022. 
10

 Suparna Wijaya dan Annisa Febriana Safira, Pajak Penghasilan: Anak Angkat 

Berpenghasilan, (Indonesia: Guepedia, 2021), hal. 86-87. 
11

 Kompilasi Hukum Islam (Bandung: Nuansa Aulia, cet. 8, 2020), hal. 51. 

http://www.pa-metro.go.id/
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kesempatan kepada si kaya untuk beramal melalui wasiat dan meberikan 

hak kepadanya untuk mewasiatkan sebagian harta peninggalannya kepada 

anak angkatnya untuk menutupi kebutuhan di kemudian hari, sehingga 

kehidupan dan pendidikannya bisa terjamin. Orang yang melakukan 

pengangkatan anak berarti orang tersebut melakukan perbuatan yang 

sangat sesuai dengan ajaran agama Islam. Hal ini berlaku bagi orang yang 

mengangkat anak dengan tujuan memeliharanya secara baik-baik. Agama 

Islam mengajarkan supaya umat manusia saling tolong-menolong.
12

 

Agama Islam mendorong seorang muslim untuk memelihara anak 

orang lain yang tidak mampu, miskin dan terlantar. Tetapi tidak 

diperbolehkan memutuskan hubungan dan hak-hak itu dengan orang tua 

kandungnya. Pemeliharaan itu harus didasarkan atas penyatuan semata-

mata, sesuai dengan anjuran Allah SWT. Seperti yang sudah dijelaskan 

dalam surat al-Ahzab ayat 4 & 5 yang berbunyi: 

ا ه جَعَلَ  مَّ ِن قَلۡبَيِۡۡ فِِ جَوۡفهِِ  ٱللَّّ لٖ م  مه   ۦ لرِجَه زۡوََٰجَكه
َ
 ٱلَّ ـ يِوَمَا جَعَلَ أ

مۡ  َٰلكِه مۡ  ذَ بۡنَاءَٓكه
َ
مۡ أ دۡعِيَاءَٓكه

َ
مۡ  وَمَا جَعَلَ أ هََٰتكِه مَّ

ه
نَّ أ ونَ مِنۡهه تهظََٰهِره

مۡۖۡ وَ  َٰهكِه فۡوَ
َ
م بأِ ه قوَۡلهكه وله  ٱللَّّ وَ يَ  ٱلَۡۡقَّ يَقه بيِلَ  هۡدِيوَهه مۡ  ٤ ٱلسَّ وهه  ٱدۡعه

قۡسَطه عِندَ 
َ
وَ أ ِ  لِأٓباَئٓهِِمۡ هه مۡ فِِ  ٱللَّّ َٰنهكه مۡ فإَخِۡوَ ْ ءَاباَءَٓهه وٓا فإَنِ لَّمۡ تَعۡلَمه

ِينِ  تهم بهِِ  ٱل 
ۡ
خۡطَأ

َ
ٓ أ نَاحٞ فيِمَا مۡ جه مۡ  وَلَيۡسَ عَلَيۡكه َٰلِِكه وَلََٰكِن  ۦوَمَوَ

مۡ  وَكََ  دَتۡ قهلهوبهكه ا تَعَمَّ ه نَ مَّ ور   ٱللَّّ   ٥رَّحِيمًا  اغَفه

                                                             
12

 Muhammad Rais, Kedudukan Anka Angkat Dalam Persepektif Hukum Islam, Hukum 

Adat dan Hukum Perdata (Analisis Komparatif), Jurnal Hukum Diktum: Vol. 14, No. 2, Desember 

2016.  
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Artinya: “Allah tidak menjadikan bagi seseorang mempunyai dua hati 

dalam rongganya; dan Dia tidak Menjadikan istri-istrinya yang 

kamu zhihar itu sebagai ibumu, dan Dia tidak Menjadikan anak 

angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri). Yang demikian itu 

hanyalah perkataan di mulutmu saja. Allah Mengatakan yang 

sebenarnya dan Dia Menunjukkan jalan (yang benar).” 

  “Panggilah mereka (anak-anak angkat itu) dengan 

(memakai) nama bapak-bapak mereka; itulah yang adil di sisi 

Allah, dan jika kamu tidak mengatahui bapak mereka, maka 

(panggilah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan 

maula-maulamu. Dan tidak ada dosa atasmu jika kamu khilaf 

tentang itu, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh 

hatimu. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.”
13

 

 

Pada ayat di atas menurut tafsir al-Maraghi dijelaskan bahwa Allah 

SWT membuat perumpamaan bahwa sesungguhnya tidak dapat 

dikumpulkan antara takut kepada Allah SWT dan takut kepada selain-Nya. 

Oleh karena itu Allah menuturkan bahwa tidak ada bagi manusia dua hati 

sehingga ia dapat mentaati salah satu diantaranya, kemudian mengingkari 

lainnya. Hal ini menjelaskan bahwa manusia hanya mempunyai satu hati, 

maka ketika seseorang tersebut mengarah di antara dua perkara niscaya dia 

berpaling dari yang lainnya. Tidak mungkin dapat berkumpul di dalam diri 

seorang wanita berstatus istri dan ibu, demikian juga status anak kandung 

dan anak angkat dalam diri seseorang.
14

 

Dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan bahwa Allah SWT memberi 

petunjuk bahwa “yang demikian itu hanyalah perkataanmu dimulutmu 

saja”, yang artinya bahwa perbuatan mengangkat anak mereka sebagai 

anak hanyalah ucapan kalian semata-mata dan sama sekali tidak 

                                                             
13

 Al-Qur’an Tajwid &Terjemahan, (Bandung: CV Penerbit  Diponegoro, 2010),  Q.S. al-

Ahzab ayat 4&5, hal. 418. 
14

 Ahmad Mustafa al-Maraghi, Tafsir al-Maraghi Juz. XIX (Semarang: Toha Putra, 1993), 

hal. 239. 
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mengandung akibat bahwa dia akan menjadi anak kandung yang 

sebenarnya, karena dia diciptakan dari tulang sulbi laki-laki (ayah) yang 

lain, sehingga tidak mungkin memiliki dua orang ayah.
15

  

Akibat yuridis dari pengangkatan anak dalam Islam hanyalah 

terciptanya hubungan kasih dan sayang dan hubungan tanggung jawab 

sebagai sesama manusia. Karena tidak menimbulkan hubungan nasab, 

maka konsekuensi yuridis lainnya yaitu antara orang tua angkat dengan 

anak angkat harus menjaga mahram, bahkan keduanya dapat 

melangsungkan perkawinan. Hal ini dapat dilihat dari kisah Rasulullah 

SAW yang diperintahkan oleh Allah SWT untuk mengawini janda Zaid 

bin Haritsah anak angkatnya. Dalam peristiwa tersebut maka menunjukkan 

bahwa antara Nabi Muhammad dan Zaid bin Haritsah tidak mempunyai 

hubungan darah, kecuali hanya hubungan kasih sayang sebagai orang tua 

angkat dengan anak angkatnya.
16

 

Hukum Islam tidak mengakui lembaga pengangkatan anak yang 

mempunyai akibat hukum seperti yang pernah dilakukan oleh masyarakat 

jahiliyah yaitu terlepasnya anak angkat dari hukum kekerabatan orang tua 

kandungnya dan masuknya ia ke dalam hukum kekerabatan orang tua 

angkatnya.
17

 Al-Imam Al-Ahsuli menyatakan bahwa haram hukumnya 

bagi orang yang dengan sengaja menisbahkan ayah kepada yang bukan 

                                                             
15

 Terjemahan Singkat Tafsir Ibnu Katsir, Jilid6, (Surabaya: Bina Ilmu Offset, 1990), hal. 

285-288. 
16

Mahmurhodi, Kedudukan Hukum Anak Angkat Menurut Hukum Perdata dan Kompilasi 

Hukum Islam Dalam Kewarisan, Jurnal Hukum dan Keadilan STIH Painan Banten: Vol. 8 No. 2, 

September  2021. 
17

 Nuraini, VERIVIKASI QUR’AN TENTANG STATUS ANAK ANGKAT, Al-Mu’ashirah: 

Vol. 14 No.2, Juli 2021. 
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ayahnya. Muhammad Al As-Shabuni juga mengatakan bahwa syariat 

Islam telah mengharamkan tabanni yang menisbatkan seorang anak angkat 

kepada yang bukan bapaknya dan hal itu termasuk dosa besar yang 

mewajibkan pelakunya mendapat murka dan kutukan Allah SWT. Hal ini 

dijelaskan dalam hadis-hadis Nabi sebagai berikut: 

َق َىَوَ ب َا ََبنَ َيدَ عَ نَسَ عَ َانَ يخَ الشَ َجَ خرَ دَا َق َف َ َرَ َاص  اللهََولَ سَ رَ َنَ .َا َنه َاللهَعَ َىَ ض 

َيهَ ل َع َف ََليهَ ا َوَ مَ َيرَ ىَغَ مَ انت َوَ ا ََيهَ ب َا ََيرَ ىَغَ ل َىَا َعَ اد ََنَ مَ َالَ وسلمَق ََلىَاللهَعليهَ صَ 

َالمَ اللهَوَ َة َعن َل َ َالن َوَ َةَ كَ َِ َل  ل ََرفاصَ َنه َمَ َاللهَلَ قب َي َل ََينَ عَ جمَ ا ََاس  دل َعَ َو   
 

“Maka sesungguhnya Bukhari dan Muslim telah mengeluarkan 

Hadits dari Said bin Abi Waqas ra, bahwasannya Rasulullah saw 

bersabda: “Barangsiapa yang menasabkan anaknya selain kepada 

bapaknya atau membangsakan budak kepada selain tuannya, maka ia 

berhak mendapatkan laknat Allah, para malaikat dan manusia 

seluruhnya, Allah ta’ala tidak menerima pemalingan dosa tebusan 

padanya,”
18

 

 

B. Perwalian Anak Angkat 

1. Pengertian Wali Anak Angkat 

Secara etimologis perwalian berasal dari kata wilayah atau walayah 

walayah yang berarti kepemimpinan seseorang terhadap sesuatu. Dapat 

dipahami bahwa perwalian adalah suatu bentuk perlindungan dengan 

otoritas penuh atas dasar tanggung jawab dan cinta kasih, untuk menolong 

atas ketidakmampuan seseorang dalam melakukan perbuatan-perbuatan 

hukum, baik yang berhubungan dengan harta maupun dengan dirinya. 

Wilayah menurut ulama fikih adalah wewenang seseorang untuk bertindak 
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 Ahmad Mustafa al-Maraghi, Tafsir al-Maraghi Juz. XIX (Semarang: Toha Putra, 1993), 

hal. 243. 
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hukum atas orang yang tidak cakap bertindak hukum, baik untuk 

kepentingan pribadinya maupun hartanya, yang diijinkan oleh syara’.
19

 

Orang yang masih dalam status ahliyyah al-wujub, belum dan tidak 

cakap untuk bertindak hukum sendiri membutuhkan bantuan dari 

seseorang yang sudah dewasa dan cerdas dalam memelihara pribadi dan 

hartanya. Dalam hal perwalian anak angkat, sejak putusan diucapkan oleh 

Pengadilan, maka orang tua angkat menjadi wali dari anak angkat tersebut. 

Sejak saat itu pula, segala hak dan kewajiban orang tua kandung beralih 

kepada orang tua angkat.
20

 

2. Ketentuan Hukum Wali Anak Angkat 

Akibat hukum pengangkatan anak adalah beralihnya anak angkat 

dari lingkungan kekuasaan orang tua kandung ataupun wali yang sah 

kepada orang tua yang mengangkatnya, sehingga putus hubungan 

keperdataan dengan orang tua kandungnya. Hak perwalian anak angkat 

bagi wali hanya terbatas pada hak untuk mengasuh, mendidik dan 

memeliharanya.
21

 Ketentuan seorang wali dijelaskan dalam pasal 51 

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, sebagai 

berikut: 
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 Ahmad Kamil dan Fauzan, Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia, 

(Jakarta: Rajawali Pers, 2020), hal. 175-176. 
20

 Abidin Abidin dan Abdulah Kelib, Rekonseptualisasi Akibat Hukum Pengangkatan Anak 

Menurut Kajian Kompilasi Hukum Islam, Jurnal USM Law Review: Vol. 1 No. 1, 2018 hal. 26. 
21

 Ani Yurmani, Tinjauan Hukum Islam Wali Atas Perkawinan Anak Angkat Legal Review 

On The Legitimacy Of Guardian To The Marriage Of Adopted Child, DE RECHTSSTAAT: Vol. 1 
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Ayat (1): “Wali dapat ditunjuk oleh satu orang tua yang 

menjalankan kekuasaan orang tua, sebelum ia meninggal, dengan surat 

wasiat atau dengan lisan di hadapan 2 (dua) orang saksi.” 

Ayat (2): “Wali sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak 

tersebut atau orang lain yang sudah dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur 

dan berkelakuan baik.” 

Ayat (3): “Wali wajib mengurus anak yang dibawah 

penguasaannya dan harta bendanya sebaik-baiknya, dengan menghormati 

agama dan kepercayaan anak itu.” 

Ayat (4): “ Wali wajib membuat daftar harta benda anak yang 

berada di bawah kekuasaannya pada waktu memulai jabatannya dan 

mencatat semua perubahan-perubahan harta benda anak atau anak-anak 

itu.” 

Ayat (5): “Wali bertanggung jawab tentang harta benda anak yang 

berada di bawah perwaliannya serta kerugian yang ditimbulkan karena 

kesalahan atau kelalaiannya.”
22

 

3. Prosedur Penetapan Wali Anak Angkat di Indonesia 

Negara memberi perhatian penuh terhadap hak-hak anak demi 

terpenuhi dan mengawasi pertumbuhan anak agar dapat tumbuh normal 

dan menghindari segala tindakan yang dapat membahayakan kehidupan 

anak. Oleh karena itu, apabila orang tua tidak dapat menjalankan tugas 

pengasuhan sebagaimana mestinya, maka negara berhak untuk mencabut 
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  Tim Redaksi, Kompilasi Hukum Islam (Bandung: Nuansa Aulia, cet. 8, 2020), hal. 88-

89. 



30 
 

  
 

hak asuh. Jika hak orang tua telah dicabut, maka pemerintah melalui 

Pengadilan dapat menunjuk perseorangan atau lembaga pemerintah 

masyarakat untuk menjadi wali bagi anak. Undang-undang Nomor 23 

Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa dalam 

pengasuhan atau pengangkatan anak harus dipastikan bahwa agama orang 

tua asuh dan anak asuh harus sama, hal ini bertujuan untuk menghindari 

tindakan pemaksaan agama orang tua asuh kepada anak asuh di kemudian 

hari. Hak asuh juga tidak memutus hubungan darah antara anak dengan 

orang tua kandungnya, sehingga anak tersebut tetap menjadi penerus 

keturunan dan ahli waris bagi orang tua kandungnya.
23

 

4. Perwalian pada Anak Angkat dalam Hukum Islam 

Perwalian anak angkat dalam hukum Islam hanya menyangkut 

tentang kegiatan mengasuh, memelihara dan mendidik, membesarkan anak 

hingga dewasa bahkan sampai menikahkan. Dalam hubungan mawaris, 

anak angkat dan orang tua angkat tidak dapat dijadikan ahli waris, 

Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 209 ayat 2 menjelaskan bahwa anak 

angkat hanya berhak mendapat wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 

sepertiga dari harta warisan. Dalam hal menikahkan anak angkat, orang 

tua angkat tidak dapat bertindak sebagai wali dalam perkawinan terhadap 

anak angkatnya. 
24
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Penentuan wali nikah menurut hukum Islam haruslah dilakukan 

oleh pihak laki-laki dari keluarga perempuan. Hal ini berdasarkan Hukum 

Perkawinan Islam yang mengatur dengan tegas bahwa syarat mutlak 

dalam akad perkawinan adalah wali yang sah. Wali nikah yang sudah 

ditentukan oleh syariat Islam dan peraturan perundang-undangan yang 

berlaku adalah laki-laki yang memiliki hubungan nasab dengan perempuan 

yang akan menikah. Ketentuan ini juga berlaku dalam perwalian anak 

angkat dalam melaksanakan perkawinan, jika diketahui siapa ayah 

kandungnya maka ayah kandung anak angkat tersebut yang berhak 

menjadi wali nikahnya. Apabila ayah kandung dari anak angkat tersebut 

tidak diketahui, maka diperlukan upaya hukum untuk kejelasan siapa yang 

berhak atas diri anak tersebut.
25

 

C. Kartu Keluarga 

1. Pengertian Kartu Keluarga 

Kartu Keluarga (KK) adalah kartu identitas keluarga yang berisi 

data tentang susunan, hubungan, dan jumlah anggota keluarga. Kartu 

Keluarga wajib dimiliki bagi setiap keluarga di tempat mereka berdomisili. 

KK adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, 

susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga. 

Kartu Keluarga dicetak rangkap tiga dan masing-masing dipegang oleh 

kepala keluarga, ketua RT, dan kantor kelurahan. Tempat pelayanan 
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pembuatan Kartu Keluarga adalah kantor kelurahan setempat. Waktu 

pelayanan adalah satu hari kerja dan tidak dipungut biaya.
26

  

2. Isi dan Fungsi Kartu Keluarga 

Isi Kartu Keluarga disebutkan dalam UU 23 Tahun 2006 Tentang 

Administrasi Kependudukan sebagai berikut: 

Pasal 61  

(1) Kartu Keluarga memuat keterangan mengenai kolom nomor KK, nama 

lengkap kepala keluarga dan anggota keluarga, NIK, jenis kelamin, 

alamat, tempat lahir, tanggal lahir, agama, pendidikan, pekerjaan, 

status perkawinan, status hubungan dalam keluarga, kewarganegaraan, 

dokumen imigrasi, nama orang tua. 

(2) Keterangan mengenai kolom agama sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) bagi penduduk yang agamanya belum diakui sebagai agama sesuai 

dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan atau bagi penghayat 

kepercayaan tidak diisi, tetapi tetap dilayani dan dicatat dalam 

database kependudukan. 

(3) Nomor Kartu Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku 

untuk selamanya, kecuali terjadi perubahan kepala keluarga. 

(4) Kartu Keluarga diterbitkan dan diberikan oleh Instansi Pelaksana 

kepada Penduduk Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang 

memiliki Izin Tinggal Tetap. 
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(5) Kartu Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan salah 

satu dasar penertiban KTP.
27

 

 Kartu Keluarga (KK) berfungsi untuk mendata penduduk yang 

bertempat tinggal  di setiap rumah, baik kepala keluarga maupun anggota 

keluarga. Sehingga mempermudah dalam pengurusan berbagai hal yang 

berkaitan dengan administrasi kependudukan dan urusan adminsitrasi 

lainnya.
28

 Kartu Keluarga (KK) mempunyai fungsi yang sangat penting, 

karena data yang ada dapat digunakan sebagai bukti identitas hubungan 

seseorang dengan keluarganya.
29

 Kartu Keluarga (KK) juga berguna 

sebagai persyaratan untuk mendapatkan identitas lain, seperti KTP atau 

paspor, untuk melamar pekerjaan serta untuk persyaratan menikah.
30

 

3. Perubahan Kartu Keluarga 

Setiap terjadi perubahan karena mutasi data wajib dilaporkan 

kepada kelurahan sehingga diterbitkan Kartu Keluarga yang baru.
31

 

Perubahan Kartu Keluarga biasanya terjadi karena adanya peristiwa 

kelahiran, kematian, atau kepindahan dan lain-lain. Maka Kepala Keluarga 

wajib melaporkannya kepada Kelurahan setempat selambat-lambatnya 
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dalam jangka waktu 14 hari kerja.
32

 Jika pemohon terlambat melaporkan 

perubahan Kartu Keluarga hingga lewat dari satu bulan sejak terjadinya 

peristiwa kependudukan (Kelahiran, Kematian, Perkawinan, Perceraian, 

Pengangkatan Anak, dan 12 peristiwa penting lainnya), maka akan 

dikenakan biaya Denda Administratif keterlambatan pelaporan perubahan 

Kartu Keluarga (KK) sebesar Rp. 5.000.
33

 Hal ini dimaksudkan supaya 

data kependudukan di kelurahan yang bersangkutan dapat dihitung secara 

benar dan akurat. Setiap melaporkan perubahan ke Kantor Kelurahan, 

kepala keluarga atau pelapor harus membawa dua lembar Kartu Keluarga 

yaitu yang disimpan oleh kepala keluarga dan ketua RT. Dari hasil 

pelaporan tersebut maka kelurahan akan menerbitkan Kartu Keluarga yang 

baru.
34

 Apabila suatu keluarga seluruhnya pindah ke tempat lain, 

kelurahan, kecamatan atau kabupaten lain maka Kartu Keluarga yang 

disimpan di kepala keluarga dan ketua RT harus diserahkan kepada Lurah 

untuk dicabut dan diberikan Surat Keterangan Pindah Penduduk. Di 

tempat tinggal yang baru nanti, berdasarkan Surat Keterangan Pindah 

tersebut, Lurah setempat akan memberi Kartu Keluarga yang baru.
35

  

Dalam perubahan kartu keluarga akibat pengangkatan anak dan 

pembuatan akta kelahiran anak angkat, maka  wajib melampirkan salinan 
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penetapan pengadilan mengenai pengangkatan anak sebagai bukti 

peristiwa penting. Oleh karena itu, jika telah terbit penetapan pengadilan 

yang sudah berkekuatan hukum tetap mengenai pengangkatan anak, maka 

orang tua angkat wajib melapor kepada Dinas Kependudukan dan Catatan 

Sipil.
36

 Hal ini bertujuan untuk mempermudah dalam melakukan 

pencatatan pengangkatan anak,
37

 serta penerbitan dan perubahan kartu 

keluarga. Apabila terdapat indikasi pemalsuan data dalam penerbitan dan 

perubahan kartu keluarga maka dapat diduga memiliki niatan tidak baik 

dalam persepektif negara baik dalam administrasi maupun pidana, yang 

dapat dijerat pasal 93 UU Administrasi Kependudukan dan pasal 263 

KUHP yang berbunyi:
38

 

“Setiap penduduk yang dengan sengaja memalsukan surat 

dan/atau dokumen kepada instansi pelaksana dalam melaporkan 

Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting dipidana dengan pidana 

penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 

50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).”
39  

“Barang siapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang 

dapat menimbulkan hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang 

diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk 
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memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah 

isinya benar dan tidak dipalsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat 

menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat, dengan pidana penjara 

paling lama enam tahun..40  

Perubahan Kartu Keluarga karena pengangkatan anak dilakukan 

dengan mendaftarkan anak angkat menjadi anggota keluarga orang tua 

angkatnya dengan status hubungan dengan kepala keluarga adalah “anak” 

dan nama ayah atau ibu kandungnya tetap tercantum dalam kolom nama 

ayah dan ibu. Kemudian pembuatan Akta Kelahiran anak angkat juga 

dilakukan dengan nama orang tua kandung tetap tercantum dalam akta 

tersebut dan terdapat catatan pinggir pada akta kelahiran.
41

 Dalam 

Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi 

Kependudukan Pasal 47 ayat 3 dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan 

catatan pinggir adalah catatan tentang perubahan status atas terjadinya 

peristiwa penting dalam bentuk catatan yang diletakkan pada bagian 

pinggir akta atau bagian akta yang memungkinkan yaitu pada halaman 

muka atau belakang akta oleh pejabat pencatatan sipil.
42

 Catatan pinggir 

pada Akta Kelahiran berisi keterangan bahwa anak yang namanya 

tercantum dalam Akta Kelahiran telah diadopsi oleh orang tua 
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angkatnya.
43

 Catatan pinggir pada Akta Kelahiran sebagai bukti legal bagi 

status perdata pada anak angkat.
44

 

Adapun langkah yang harus dilakukan ketika akan melaporkan 

kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil untuk pencatatan anak 

angkat yaitu orang tua angkat atau pemohon harus mengisi dan 

menandatangani terlebih dahulu formulir permohonan serta menyarahkan 

persyaratan kepada pegawai Disdukcapil yang bertugas,
45

 syarat yang 

harus dipenuhi untuk mendapatkan catatan pinggir pada akta kelahiran 

adalah sebagai berikut: 

a. Salinan penetapan pengadilan; 

b. Kutipan akta kelahirann anak; 

c. KK orang tua angkat; 

d. KTP-el;
46

 

e. Formulir pelaporan pengangkatan anak. 

f. Fotokopi akta nikah orang tua kandung dan orang tua angkat (jika 

ada). 

Langkah selanjuntya yaitu pemohon harus menunggu proses 

verifikasi dan validasi terkait formulir dan persyaratan tersebut. Kemudian, 

setelah dinyatakan lengkap maka petugas melakukan pencatatan pada 
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kutipan akta kelahiran dan ditandatangani oleh Kepala Dinas. Apabila 

sudah mendapatkan catatan pinggir dan tanda tangan dari Kepala Dinas, 

maka pemohon dapat menerima Kutipan akta kelahiran yang sudah 

mendapatkan catatan pinggir. Jangka waktu pencatatan pinggir pada akta 

kelahiran anak angkat hanya membutuhkan waktu satu hari dan tanpa 

dikenakan biaya. 
47

 

D. Beracara di Peradilan Agama 

1. Hukum Acara Peradilan Agama 

Hukum Acara sering disebut juga dengan istilah Hukum Proses 

atau Hukum Formal. Proses memiliki arti sebagai suatu rangkaian 

perbuatan, yaitu mulai dari memasukkan permohonan atau gugatan sampai 

selesai diputus dan dilaksanakan. Tujuan dari proses yaitu untuk 

melaksanakan penentuan bagaimana hukumnya suatu kasus dan 

bagaimana hubungan hukum antara dua pihak yang berperkara itu 

seharusnya, sehingga segala apa yang ditetapkan Pengadilan dapat 

direalisir dengan secara paksa dan dapat diwujudkan secara pasti. Adapun 

Hukum Acara diistilahkan dengan hukum formal mempunyai arti hukum 

yang mengutamakan pada kebenaran bentuk atau cara. Oleh sebab itu 

beracara di muka Pengadilan tidak cukup hanya tahu dengan hukum tetapi  
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juga harus tahu terhadap bentuk atau caranya yang spesifik itu, karena ia 

terikat pada bentuk-bentuk atau cara-cara tertentu yang sudah diatur.
48

 

Peradilan Agama adalah salah satu dari Peradilan Negara Indonesia 

yang sah, yang bersifat Peradilan Khusus, yang berwenang dalam jenis 

perkara perdata Islam tertentu bagi orang-orang Islam di Indonesia. 

Adapun rumusan Acara Peradilan Agama yang diusulkan yaitu “Segala 

peraturan baik yang bersumber dari peraturan perundang-undangan negara 

maupun dari syariat Islam yang mengatur bagaimana cara bertindak di 

Pengadilan Agama tersebut menyelesaikan perkaranya, untuk 

mewujudkan hukum material Islam yang menjadi kekuasan Peradilan 

Agama.” Hukum Acara yang berlaku di Pengadilan Agama adalah Hukum 

Acara Perdata yang berlaku pada Pengadilan dalam lingkungan Peradilan 

Umum, kecuali yang telah diatur secara khusus dalam Undang-Undang 

Peradilan Agama.
49

   

 Dari pengertian Hukum Acara dan Peradilan Agama di atas, maka 

dapat ditarik kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan Hukum Acara 

Peradilan Agama adalah keseluruhan peraturan atau norma hukum yang 

mengatur tata cara orang atau badan perdata mempertahankan dan 

melaksanakan hak-haknya di Peradilan Agama, atau keseluruhan peraturan 

atau hukum yang mengatur tata cara bersengketa di Peradilan Agama.
50
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2.  Putusan/Penetapan Hakim 

Putusan atau Penetapan Hakim diadakan guna menyelesaikan suatu 

perkara atau sengketa dalam  bingkai tegaknya hukum dan keadilan. 

Putusan  atau penetapan hakim adalah penemuan hukum yang memiliki 

pengertian proses dan karya yang dilakukan oleh hakim, yang menetapkan 

benar dan tidak benar menurut hukum dalam  situasi konkrit, yang 

diujikan kepada hati nurani.
51

 Putusan  atau penetapan hakim adalah suatu 

pernyataan yang dibuat dalam bentuk tertulis oleh hakim sebagai pejabat 

negara yang diberi wewenang untuk itu dan diucapkan di depan 

persidangan perkara perdata yang terbuka untuk umum setelah melalui 

proses dan prosedur hukum acara perdata dengan tujuan untuk 

menyelesaikan atau mengakhiri suatu perkara perdata untuk terciptanya 

kepastian hukum dan keadilan bagi para pihak yang bersengketa. Putusan  

atau penetapan hakim harus mencerminkan citra hukum secara utuh, yaitu 

(gerechttigheid/equality) keadilan, (rechtsichertheit/certainty) kepastian 

hukum, dan (zweckmaes sigkeit) kemanfaatan menurut tujuan. 
52

 

3. Penetapan Hakim Pengadilan Agama Terhadap Pengangkatan Anak 

a. Pengertian 

Penetapan adalah keputusan Pengadilan terhadap perkara 

permohonan (volunter) yang sifatnya tidak ada perlawanan dari para 

pihak. Karena penetapan sebagai produk Pengadilan terhadap 
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permohonan pemohon yang tidak berlawanan, sehingga diktum 

penetapan tidak berbunyi “menghukum” melainkan bersifat 

menyatakan (declaratoire) atau menciptakan (constituire).
53

  

Penetapan bertujuan untuk menetapkan suatu status atau keadaan 

tertentu bagi diri pemohon. Penetapan pengangkatan anak termasuk 

dalam Putusan Deklarator.
54

 Putusan Deklarator adalah putusan yang 

sifatnya menyatakan atau menegaskan suatu keadaan sebagai suatu 

keadaan yang sah menurut hukum.
55

 Penetapan mengikat pada diri 

pemohon dan hanya berlaku untuk pemohon sendiri, untuk ahli 

warisnya dan untuk orang yang memperoleh hak daripadanya.
56

 

b. Alasan/urgensi Penetapan 

Pengangkatan anak pada umumnya dilakukan karena beberapa 

alasan berikut: 

1) Orang tua angkat tidak memiliki anak. Sehingga dengan 

pengangkatan anak diharapkan dapat membantu orang tua angkat 

di hari tuanya, 

2) Adanya rasa belas kasihan terhadap anak angkat, baik karena 

faktor ekonomi mupun karena sudah tidak memiliki orang tua,  
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3) Untuk memancing lahirnya anak kandung. Setelah melakukan 

pengangkatan anak diharapkan lahir anak kandung dari pasangan 

suami istri tersebut.
57

 

Pengangkatan anak adalah praktik yang sebenarnya ditujukan 

untuk memastikan bahwa anak mendapatkan pengasuhan yang layak 

dalam keluarga, dan sebagai upaya perlindungan terhadap anak.
58

 

Berdasarkan hal ini, Pengadilan Agama sebagai salah satu pelaksana 

kekuasaan kehakiman dan memiliki kewenangan untuk menetapkan 

perkara pengangkatan anak, dihadapkan pada dua harapan besar. 

Pertama, Pengadilan Agama wajib menegakkan hukum dan keadilan 

dengan sebaik-baiknya, dari sisi ini Pengadilan Agama wajib untuk 

menerapkan aspek normatif hukum. Kedua, Pengadilan Agama juga 

dituntut untuk memperhatikan hak dan kewajiban subjek hukum 

dalam berperkara, khususnya yang menyangkut hak anak.
59

 

Dalam perkara pengangkatan anak terdapat dua peristiwa yang 

sangat penting untuk diperhatikan sebagai alasan/urgensi dalam 

membuat penetapan, yaitu perlu adanya keputusan yang memuat 

perlindungan hak-hak anak, kemudian perlu adanya keputusan terkait 

keadilan terhadap anak yang tercermin dari kemampuan dan 
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kelayakan orang tua angkat.
60

 Alasan/urgensi penetapan pengangkatan 

anak harus memperhatikan ketentuan umum Peraturan Pemerintah 

terkait tujuan pengangkatan anak
61

, yaitu pengangkatan anak 

bertujuan untuk kepentingan terbaik bagi anak dalam rangka 

mewujudkan kesejahteraan anak dan perlindungan anak, yang 

dilaksanakan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan 

peraturan perundang-undangan.
62

 Dapat disimpulkan bahwa  

alasan/urgensi dalam membuat penetapan pengangkatan anak harus 

mendahulukan kepentingan yang terbaik bagi anak. 

c. Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Membuat Penetapan 

Hakim dalam merumuskan dan menyusun pertimbangan 

hukum harus cermat, sistematik dan dengan bahasa Indonesia yang 

benar dan baik. Pertimbangan disusun dengan cermat yaitu 

pertimbangan hukum tersebut harus lengkap berisi fakta peristiwa, 

fakta hukum, perumusan fakta hukum penerapan norma hukum baik 

dalam hukum positif maupun hukum kebiasan. Pertimbangan Hakim 

dalam mengambil keputusan atau penetapan dapat didasarkan dari 

aspek filosofis, yuridis, sosiologis atau teologis yang mencerminkan 

asas kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan bagi para pihak.
63
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Hakim dalam memeriksa, mengadili dan memutus/menetapkan 

suatu perkara, pertama kali harus menggunakan hukum tertulis sebagai 

dasar putusannya. Apabila dalam hukum tertulis tidak cukup dan tidak 

tepat dengan permasalahan dalam suatu perkara, maka barulah hakim 

mencari dan menemukan sendiri hukumnya dari sumber-sumber hukum 

yang lain seperti yurisprudensi, dokrin, traktat, kebiasaan atau hukum 

tidak tertulis. Hakim dalam mengadili suatu perkara yang diajukan harus 

mengetahui dengan jelas tentang fakta dan peristiwa yang ada dalam 

perkara tersebut. Dalam usaha menemukan hukum terhadap suatu perkara 

yang sedang diperiksa dalam persidangan, Majelis Hakim dapat 

mencarinya dalam sumber-sumber dari kitab-kitab perundang-undangan 

sebagai hukum yang tertulis, Kepala Adat dan penasihat agama bagi 

hukum yang tidak tertulis, sumber yurisprudensi, dan tulisan-tulisan ilmiah 

para pakar hukum, dan buku-buku ilmu pengetahuan lain yang ada 

berkaitan dengan perkara yang sedang diperiksa.
64

 

Pada alasan memutus/menetapkan maka apa yang diutarakan dalam 

bagian persoalan perkaranya terdahulu yaitu keterangan pihak-pihak 

berikut dalil-dalilnya, alat-alat bukti yang diajukan harus ditimbulkan 

semua secara seksama satu persatu, tidak boleh ada yang lepas dari 

pertimbangan, diterima atau ditolak. Pertimbangan terakhir adalah 

mengenai pihak mana yang akan dinyatakan sebagai pihak yang akan 

dibebankan untuk memikul biaya. Pada dasar memutus/menetapkan, 
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terdapat dua dasar hukum yang digunakan. Dasar hukum yang pertama 

adalah peraturan perundang-perundangan negara disusun menurut urutan 

derajatnya, yaitu Undang-Undang didahulukan dari Peraturan Pemerintah, 

kemudian urutan tahun terbitnya, seperti UU No. 14 tahun 1970. 

Disebutkan title peraturan perundang-undangan tersebut tentang apa, tahun 

dan nomor lembaran negaranya. Dasar hukum yang kedua yaitu dasar 

hukum syariat, diusahakan berasal dari al-Qur’an, Hadist baru kemudian 

Qaul Fuqaha yang diterjemahkan juga menurut bahasa hukum. Dalam 

mengutip dari Al-Qur’an harus menyebut nomor surat, nama surat, nomor 

ayat. Kemudian dalam mengutip Hadist harus menyebut siapa sanat-nya, 

bunyi matan-nya, siapa pentakhrijnya dan disebut pula dikutip dari kitab 

apa serta siapa pengarangnya, penerbit, tahun, jilid dan halaman. Mengutip 

Qaul juga harus disebut kitabnya dengan lengkap, dalam hal ini 

Pengadilan Agama dianjurkan menggunakan Kompilasi Hukum Islam 

(KHI) sebagai dalil hukum.
65

 

Hakim harus mengemukakan dasar pertimbangan hukum dalam 

setiap penetapan atau putusan yang dibuatnya, hal ini agar penetapan atau 

putusan yang dibuat dapat mewujudkan rasa keadilan bagi para pihak 

pencari keadilan. Pertimbangan hukum terdiri dari alasan-alasan hakim 

dalam menetapkan suatu putusan yang umumnya dimulai dengan kata 

“menimbang”.
66

 Adapun dasar hukum yang digunakan hakim dalam 
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menjalankan tugas pokok kekuasaan kehakiman tentang pengangkatan 

anak terdapat dalam beberapa peraturan hukum, yaitu Kompilasi Hukum 

Islam pasal 171 huruf h jo pasal 209 yang memberikan batasan pengertian 

anak angkat dan akibat hukum terjadinya hubungan wasiat wajibah antara 

anak angkat dengan orang tua angkatnya, SEMA Nomor 2 Tahun 1979 

tentang pengangkatan anak, Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 

41/HUK/KEP/VII/1984 tentang petunjuk perizinan pengangkatan anak, 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak (Bab 

VII bagian kedua), beberapa yurisprudensi Mahkamah Agung dan putusan 

pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap telah dipraktikan oleh 

hakim di Pengadilan untuk memutus suatu perkara,
67

  

Hakim dalam membuat penetapan pengangkatan anak juga harus 

mempertimbangkan dengan tepat beberapa hal berikut: 

1) Norma hukum apa yang diterapkan, 

2) Bahwa kepentingan calon anak angkat harus diutamakan di atas 

kepentingan orang tua dengan menekankan segi kesungguhan, 

kerelaan, ketulusan dan kesediaan menanggung konsekuensi bagi 

semua pihak yang akan dihadapi setelah melakukan pengangkatan 

anak. 
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3) Bahwa perbuatan mengangkat anak sebagai rangkaian kejadian 

hubungan kekeluargaan yang menunjukkan adanya kesungguhan, cinta 

kasih, kerelaan, dan kesadaran yang penuh akan segala akibat 

selanjutnya dari perbuatan pengangkatan anak tersebut bagi semua 

pihak.
68
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Metode Penelitian 

Dalam melakukan penelitian, peneliti membutuhkan aturan-aturan 

yang berlaku dengan tujuan dapat dideskripsikan, dibuktikan, dikembangkan 

untuk memecahkan masalah dan mendapatkan hasil penelitian yang dapat 

dikatakan valid dan sesuai fakta.
1
  Adapun metode yang peneliti gunakan 

adalah sebagai berikut: 

1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan yaitu metode Penelitian Lapangan 

(Field Research) yaitu penelitian yang dilakukan di tempat yang sudah 

dipilih sebagai lokasi dan objektif peneliti.
2
 Tempat yang dipilih oleh 

peneliti sebagai lokasi penelitian adalah Pengadilan Agama Metro Kelas 1 

A. Profil  Pengadilan Agama Metro Kelas 1 A berdiri sejak tahun 1960 

dan memiliki banyak pencapaian prestasi menjadi salah satu alasan 

peneliti memilih tempat penelitian ini, dengan tujuan dapat menjawab 

rumusan masalah yang sudah dipaparkan secara objektif.  

2. Sifat Penelitian 

Sifat penelitian ini adalah deskriptif kualitatif yaitu penelitian yang 

dilakukan secara mendalam untuk memahami suatu fenomena atau 
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permasalahan tertentu yang terjadi dalam kehidupan manusia.
3
 Dalam 

penelitian yang dilakukan oleh Peneliti nantinya akan berusaha 

mengungkapkan fenomena-fenomena yang terjadi secara alami terkait 

tindakan spekulatif yang dilakukan oleh masyarkat dalam melakukan 

pengangkatan dengan mengganti nasab dan memasukkan anak angkat ke 

dalam Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran sebagai anak kandung. 

Kemudian peneliti akan memaparkan secara rinci bagaimana pandangan 

Hakim Pengadilan Agama Metro Kelas 1 A terhadap fenomena yang 

terjadi pada masyarakat dalam melakukan pengangkatan anak tersebut 

serta apa saja akibat hukum yang akan terjadi dari tindakan spekulatif 

tersebut. Berdasarkan hal ini, Peneliti mengumpulkan data yang dilakukan 

melalui pengamatan terhadap objek penelitian secara langsung di tempat 

penelitian yang telah dipilih. Oleh Karena itu, maka dapat diketahui bahwa 

dalam penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan tentang Penggantian 

Status Wali Nasab Anak Angkat Kepada Bapak Angkat Pada Kartu 

Keluarga (Studi Pandangan Hakim Pengadilan Agama Metro Kelas 1 A). 

B. Sumber Data 

Sumber data dalam penelitian adalah subjek dari mana data diperoleh 

dalam penelitian. Adapun yang menjadi sumber data utama dalam penelitian 

kualitatif adalah kata-kata, dan tindakan selebihnya adalah data tambahan 

seperti dokumen dan lain-lain. Berkaitan dengan hal itu pada bagian ini jenis 
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datanya dibagi dalam kata-kata, tindakan, sumber data tertulis, dan foto. 

Dalam penelitian ini terdapat dua sumber data yang digunakan yaitu: 

1. Sumber Data Primer 

Sumber data primer adalah sumber data yang didapatkan dari 

pengamatan yang dilakukan Peneliti terhadap semua perkataan dan 

tindakan yang dilakukan oleh objek penelitian yang berkaitan langsung 

dengan pokok bahasan penelitian. Data primer adalah jenis data yang 

dikumpulkan secara langsung dari sumber data utama. Sumber data primer 

dari penelitian ini adalah Hakim Pengadilan Agama Metro Kelas 1 A. 

2. Sumber Data Sekunder 

Sumber data sekunder adalah sumber data yang sudah ada 

sebelumnya yang digunakan peneliti untuk melengkapi data.
4
 Dengan 

demikian sumber data yang digunakan oleh peneliti  dalam penelitian ini 

antara lain Dokumen Administrasi (KK dan Akta Kelahiran anak angkat) 

pelaku pengangkatan anak berdasarkan survei peneliti, buku-buku yang 

membahas tentang pengangkatan anak, jurnal dan Undang-Undang yang 

berkaitan dengan pengangkatan anak, Kompilasi Hukum Islam, Fiqh 

Munakahat, Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Al-

Qur’an, Hadis, PP No. 54 Tahun 2007, SEMA No. 6 Tahun 19873, UU 

No. 23 Tahun 2006, PERPRES RI No. 96 Tahun 2018, serta karya ilmiah 

yang berkaitan dengan judul peneliti 
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C. Teknik Pengumpulan Data 

1. Wawancara  

Wawancara adalah cara yang digunakan oleh peneliti dalam 

mengumpulkan data. Wawancara dilakukan dengan cara peneliti 

menyampaikan pertanyaan-pertanyaan yang dibutuhkan, kemudian 

informan menjawab. Jawaban inilah yang menjadi data utama dalam 

penelitian. Jenis wawancara yang digunakan peneliti adalah wawancara 

bebas terpimpin, yakni gabungan antara interview bebas dan interview 

terpimpin. Maksudnya yaitu teknik interview yang dilakukan dengan 

membawa pertanyaan-pertanyaan yang telah disiapkan tentang hal-hal 

yang akan ditanyakan. 

Wawancara bebas artinya peneliti dapat menanyakan apa saja 

yang dianggap perlu dalam wawancara tersebut, memberikan tanggapan 

dan juga dapat menjawab dengan bebas sesuai dengan pemikiran yang 

ingin diungkapkannya.
5
 Adapun informan yang akan diwawancarai dalam 

penelitian ini adalah  Hakim Pengadilan Agama Metro Kelas 1 A yaitu 

Bapak Joni Jidan sebagai informan dalam wawancara Survei. Bapak 

Ahmad Nur dan Bapak Aminuddin sebagai informan dalam wawancara 

Research. Dengan demikian diharapkan hasil dari wawancara tersebut 

dapat memberi informasi yang mendetail terkait Penggantian status wali 

nasab anak angkat kepada bapak angkat pada Kartu Keluarga yang masih 
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sering terjadi di masyarakat serta bagaimana pandangan Hakim 

Pengadilan Agama Metro Kelas 1 A terhadap tindakan tersebut. 

2. Dokumentasi  

Dokumentasi, dari asal katanya dokumen, yang artinya barang-

barang tertulis. Pada pelaksanaan metode dokumentasi, peneliti 

menyelidik benda-benda tertulis, seperti buku-buku, dokumen, peraturan-

peraturan, notulen rapat, catatan harian, dan sebagainya.
6
 Adapun 

dokumentasi yang dilampirkan dalam penelitian  ini diantaranya yaitu foto 

wawancara kepada Hakim Pengadilan Agama Metro Kelas 1 A, Fotocopy 

Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran milik anak angkat. Dan beberapa 

dokumentasi pendukung lainnya. 

Pada penelitian ini, teknik dokumentasi digunakan untuk 

memperoleh informasi mengenai Penggantian  Status Wali Nasab Anak 

Angkat Kepada Bapak Angkat Pada Kartu Keluarga (Studi Pandangan 

Hakim Pengadilan Agama Metro Kelas 1 A).  

D. Teknik Analisa Data 

Analisis data adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja 

dengan data menemukan pola, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat 

dikelola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari dan 

memutuskan apa yang dapat diceritakan orang lain. Analisis dalam penelitian 

merupakan bagian dalam proses penelitian yang sangat penting, karena 
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dengan analisis inilah data yang ada akan nampak manfaatnya, terutama dalam 

memecahkan masalah penelitian dan mencapai tujuan akhir penelitian.
7
 

Analisis data yang digunakan pada penelitian adalah analisa data 

kualitatif dengan cara berfikir induktif, karena data yang diperoleh berupa 

deskripsi. Kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data 

deskriptif, yaitu sumber ekspresi perilaku tertulis atau diamati dari manusia.
8
 

Sedangkan cara berpikir induktif, yaitu suatu cara berfikir yang berangkat dari 

fakta-fakta yang khusus dan konkrit serta persitiwa konkrit, kemudian dari 

fakta atau peristiwa yang khusus dan konkrit tersebut ditarik secara 

generalisasi yang mempunyai sifat umum.
9
 

Berdasarkan penjelasan di atas, maka dalam menganalisis data peneliti 

menggunakan data yang telah dikumpulkan kemudian data tersebut dianalisis 

dengan berpikir induktif yang berangkat dari informasi mengenai Penggantian 

Status Wali Nasab Anak Angkat Kepada Bapak Angkat Pada Kartu Keluarga 

(Studi Pandangan Hakim Pengadilan Agama Metro Kelas 1 A). 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

1. Sejarah Singkat Pengadilan Agama Metro Kelas 1 A 

Keberadaan Peradilan Agama Metro sendiri sebagai salah satu 

Satuan kerja di lingkungan Peradilan Agama didasarkan pada Peraturan 

Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1957 tentang Pendirian 

Peradilan Agama/Peradilan Syar'iyah di Luar Jawa - Madura. Setelah 

Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung didirikan pada tanggal 31 

Agustus 1992 berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 

Tahun 1992, sebagai lembaga Peradilan, Pengadilan Agama Metro 

menjadi Pengadilan Tingkat Pertama di bawah yurisdiksi Pengadilan 

Agama Bandar Lampung. Pengadilan Tinggi dalam lingkup Mahkamah 

Agung Republik Indonesia. Hal ini merupakan tanggung jawab yang 

diamanatkan oleh masyarakat dan rakyat sebagai pemegang kedaulatan 

tertinggi untuk menjalankan tugas dan fungsinya.
1
 

Pengadilan Agama Metro merupakan salah satu pelaku kekuasaan 

kehakiman bagi masyarakat pencari keadilan yang beragama Islam 

mengenai perkara perdata tertentu pada tingkat pertama sebagaimana 

diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan 

Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 
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Tahun 2006 dan Peradilan Agama. Perubahan kedua dengan Undang-

Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Metro dalam melayani 

dan melindungi masyarakat pencari keadilan, dilaksanakan sesuai dengan 

ketentuan peraturan ini. Pengadilan Agama Metro awalnya terletak di Jl. 

Jenderal Ahmad Yani, No. 217 Kota Metro sampai dengan tahun 2008 

dengan wilayah hukum Kabupaten Lampung Tengah (Metro, Lampung 

Timur dan Lampung Tengah). Selanjutnya pada tahun 2009, Kantor 

Pengadilan Agama Metro pindah alamat di Jalan Stadion 24B, Desa Tejo 

Agung, Kecamatan Metro Timur, Kota Metro dengan menempati gedung 

yang lebih sesuai dengan prototipe yang ditetapkan oleh Mahkamah 

Agung Republik Indonesi. Dana pembangunan bersumber dari APBN 

Tahun Anggaran 2008-2009 pada DIPA Pengadilan Agama Metro, dengan 

No. IMB 1/K.2/IMB/2009 tanggal 5 Januari 2009.  Pada tahun 2018, 

dengan terbentuknya Pengadilan Agama Sukadana (Lampung Timur), 

wilayah hukum Pengadialan Agama Metro hanya meliputi satu kota, yaitu 

Kota Metro yang terdiri atas lima kecamatan (Metro Pusat, Metro Utara, 

Metro Selatan, Metro Barat, Metro Timur) dan 22 kelurahan. 
2
 

2. Visi Dan Misi Pengadilan Agama Metro Kelas 1 A 

Visi Pengadilan Agama Metro Kelas 1 A 
3
 

“Terwujudnya Peradilan yang Agung” 

Dalam mewujudkan visi di atas, misi yang dilaksanakan adalah: 

 

                                                             
2
 Ibid. 

3
 Visi dan Misi Pengadilan Agama Metro dalam https://www.pa-metro.go.id/ diunduh pada 

20 September 2022. 
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a. Menjaga kemandirian Pengadilan Agama Metro 

b. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan bagi pencari keadilan 

c. Meningkatkan kualitas kepemimpinan Pengadilan Agama Metro 

d. Meningkatkan kredibilitas dan tranparansi Pengadilan Agama Metro. 

3. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Metro Kelas 1 A 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Struktur Organisasi PA Metro dalam https://www.pa-

metro.go.id/tentang-pengadian/profile-pengadilan/struktur-

organisasi.html diunduh pada 20 September 2022. 

4. Daftar Hakim Pengadilan Agama Metro Kelas 1 A 

Dalam penelitian ini, peneliti mewancarai tiga orang hakim yang 

telah ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama untuk memberikan informasi 

terkait penelitian skripsi tentang “Penggantian  Status Wali Nasab Anak 

Angkat Kepada Bapak Angkat Pada Kartu Keluarga (Studi Pandangan 

https://www.pa-metro.go.id/tentang-pengadian/profile-pengadilan/struktur-organisasi.html
https://www.pa-metro.go.id/tentang-pengadian/profile-pengadilan/struktur-organisasi.html
https://www.pa-metro.go.id/tentang-pengadian/profile-pengadilan/struktur-organisasi.html
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Hakim Pengadilan Agama Metro Kelas 1A).” Adapun daftar hakim 

tersebut adalah sebagai berikut: 

a. Nama : Drs. AHMAD NUR, M.H. 

Tempat Tanggal Lahir : Talang Padang, 07 November 1964 

Jabatan : Hakim Madya Utama 

b. Nama : Drs. JONI JIDAN 

Tempat Tanggal Lahir : Cambai, 23 Juli 1960 

Jabatan : Hakim Utama Muda 

c. Nama : Drs, AMINUDDIN 

Tempat Tanggal Lahir : Teluk Betung, 05 Mei 1964 

Jabatan : Hakim Madya Utama 

Dipilihnya hakim-hakim tersebut untuk menjadi informan dalam 

penelitian ini berdasarkan rekomendasi dari Ketua Pengadilan Agama 

Metro Kelas 1 A. Bapak Joni Jidan sebagai informan dalam wawancara 

Survei. Bapak Ahmad Nur dan bapak Aminuddin sebagai informan dalam 

wawancara Research. 

B. Pelaksanaan Pengangkatan Anak Di Desa Yosorejo Dan Desa Kedaton 1 

1. Penggantian  Status Wali Nasab Anak Angkat Kepada Bapak Angkat 

Pada Kartu Keluarga Di Desa Yosorejo Dan Desa Kedaton 1 

Wawancara yang dilakukan oleh peneliti di Desa Yosorejo dan 

Desa Kedaton 1 terkait pelaksanaan pengangkatan anak didapat hasil 

sebagai berikut: 
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a. Pengangkatan Anak di Desa Yosorejo 

Pengangkatan anak dilakukan oleh pasangan suami isteri 

berinisial T dan S beralamat di Desa Yosorejo RT 037 RW 012, Kec. 

Metro Timur, Kab. Kota Metro. Pasangan ini melakukan pengangkatan 

anak pada tahun 1990 sejak anak baru dilahirkan. Alasan melakukan  

pengangkatan anak karena belum mempunyai keturunan dan untuk 

menyelamatkan anak agar tidak terlantar, karena ayah kandungnya 

tidak bertanggung jawab dan ibu kandungnya berniat untuk membuang 

anak tersebut.
4
 Pelaksanaan pengangkatan anak dilakukan dengan 

pertemuan dari kedua belah pihak keluarga. Pertemuan dilakukan sejak 

anak masih dalam kandungan, setelah pertemuan tersebut calon orang 

tua angkat merawat dan memenuhi semua kebutuhan bahkan memberi 

tempat tinggal kepada ibu kandung. Perawatan yang diberikan oleh 

calon orang tua angkat kepada ibu kandung dilakukan sampai calon 

anak angkat dilahirkan. 

Setelah dilahirkan, anak tersebut kemudian dirawat layaknya 

anak sendiri  dan dibuatkan Akta Kelahiran serta dimasukkan ke dalam 

Kartu Keluarga sebagai anak biologis dari orang tua angkatnya
5
 

Pengangkatan anak oleh salah satu warga Desa Yosorejo ini dilakukan 

tanpa penetapan pengadilan dan melanggar prosedur Islam dalam 

pengangkatan anak yaitu larangan untuk menasabkan anak angkat 

kepada bapak angkatnya. Bapak T dan ibu S mengatakan tidak 

                                                             
4
 Wawancara dengan Bapak T dan Ibu S salah satu masyarakat yang melakukan 

pengangkatan anak di Desa Yosorejo, Kec. Metro Timur Kabupatrn Kota Metro, 26 Mei 2022. 
5
 Dokumentasi: Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran. 
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melakukan pengangkatan anak melalui pengadilan dengan alasan tidak 

paham tentang hukum. Mereka juga beranggapan dengan memasukkan 

anak angkat ke dalam Kartu Keluarga dan menjadikannya anak 

kandung di dalam akta kelahiran adalah keputusan terbaik bagi masa 

depan anak, hal ini didasarkan pada fakta bahwa ibu kandungnya 

memang tidak menginginkan anak tersebut. Sehingga akan lebih baik 

jika anak tersebut tidak pernah tahu orang tua kandungnya. 

b. Pengangkatan Anak di Desa Kedaton 1 

1) Pasangan suami isteri AE dan NM (Desa Kedaton 1, Dusun V, 

Kec. Batanghari Nuban, Kab. Lampung Timur) 

Dari hasil wawancara yang dilakukan kepada bapak AE dan 

ibu NM maka dapat diambil data bahwa pengangkatan anak 

dilakukan sejak anak berusia 6 bulan tepatnya pada tahun 2014. 

Pengangkatan anak dilakukan dengan dasar bahwa orang tua 

angkat belum dikaruniai anak setelah menikah selama empat tahun, 

dengan harapan bahwa anak angkat dapat menjadi pancingan agar 

segera mendapatkan keturunan sendiri. Selain itu, pengangkatan 

anak dilakukan karena orang tua dari anak tersebut merasa kurang 

mampu untuk membesarkan anaknya karena faktor usia, dan anak-

anaknya yang lain sudah berumah tangga semua. Pengangkatan 

anak dilakukan secara kekeluargaan dengan pertemuan secara 
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langsung oleh keluarga kandung dan calon keluarga anak angkat. 
6
 

Adapun alasan tidak melakukan pengangkatan melalui penetapan 

pengadilan karena merasa prosesnya yang rumit dan memerlukan 

biaya,  juga tidak memahami bagaimana pengangkatan anak yang 

dibenarkan dalam agama Islam. Sehingga setelah pertemuan kedua 

keluarga, orang tua angkat langsung membuatkan Akta Kelahiran 

anak angkat dan memasukkan ke dalam Kartu Keluarga tanpa 

prosedur yang seharunya dengan mengganti status nasab anak 

angkat kepada orang tua angkat.
7
 Setelah mengganti status nasab 

anak angkat pada Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran, orang tua 

angkat tetap memberikan hak kepada ibu kandung untuk bertemu 

kepada anaknya dan masih berhubungan baik sampai sekarang. 

2) Pasangan suami isteri Z dan F (Desa Kedaton 1, Dusun II, Kec. 

Batanghari Nuban, Kab. Lampung Timur) 

Pengangkatan anak oleh bapak  Z dan ibu F dilakukan sejak 

anak berusia lima hari setelah dilahirkan pada tahun 2017. 

Pengangkatan anak dilakukan dengan alasan belum mempunyai 

keturunan setelah menikah selama 11 tahun, selain itu tujuan 

melakukan pengangkatan anak adalah untuk menyelamatkan anak 

tersebut agar tidak terlantar. Pengangkatan anak tidak dilakukan 

melalui pertemuan langsung dengan keluarga kandung, melainkan 

sudah melalui pihak perantara yaitu bidan yang membantu 

                                                             
6
 Wawancara dengan Ibu NM salah satu masyarakat yang melakukan pengangkatan anak di 

Desa Kedaton 1 Kec. Batanghari Kabupaten Lampug Timur, 14 Maret 2022.  
7
 Dokumentasi: Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran. 
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persalinan. Hal ini karena anak yang baru dilahirkan langsung 

ditinggalkan dan dititipkan kepada bidan yang membantu 

persalinan. Ibu kandung sengaja meninggalkan bayinya dan tidak 

ingin membesarkan karena sudah ditinggal suami yang meninggal 

dunia saat bayi masih dalam kandungan. 
8
 

Proses pengangkatan anak ini dilakukan dengan memberi uang 

sebesar tiga juta rupiah kepada pihak perantara yaitu bidan sebagai 

biaya persalinan dan perawatan selama lima hari setelah ditinggal oleh 

ibu kandungnya. Sama halnya dengan dua kasus pengangkatan 

sebelumnya, pada kasus ini anak angkat juga tidak dilakukan melalui 

penetapan pengadilan dan langsung dibuatkan Akta Kelahiran sebagai 

anak biologis dan dimasukkan ke dalam Kartu Keluarga tanpa 

melampirkan nama orang tua kandung di kolom nama orang tua.
9
 

Alasan tidak melakukan pengangkatan anak melalui penetapan 

pengadilan karena merasa prosesnya yang rumit dan lama serta harus 

melalui beberapa sidang baru bisa mendapatkan izin pengangkatan 

anak. 

Dari hasil wawancara kepada tiga narasumber yang melakukan 

pengangkatan anak di atas menunjukkan bahwa pengangkatan anak 

dilakukan tidak hanya karena belum mempunyai keturunan setelah 

lama menikah, tetapi juga untuk menyelamatkan anak supaya tidak 

terlantar. Alasan mengangkat anak karena untuk melindungi 

                                                             
8
 Wawancara dengan Ibu F salah satu masyarakat yang melakukan pengangkatan anak di 

Desa Kedaton  1 Kec. Batanghari Kabupaten Lampug Timur, 14 Maret 2022. 
9
 Dokumentasi: Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran. 
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kepentingan si anak agar tidak terlantar sudah sesuai dengan salah satu 

syarat pengangkatan anak menurut PP Nomor 57 Tahun 2007 Tentang  

Peaksanaan Pengangkatan Anak. Akan tetapi dalam pelaksanaannya 

tidak sesuai dengan peraturan pemerintah di Indonesa. Hal ini karena 

proses pengangkatan anak tidak dilakukan melalui penetapan di 

pengadilan, melainkan hanya dilakukan secara kekeluargaan.  

Dari tiga narasumber yang diwawancarai, dapat ditarik 

kesimpulan bahwa pelaksanaan pengangkatan anak tidak dilakukan 

sesuai dengan prosedur Undang-Undang dan syariat agama Islam, 

karena belum memahami dan mengerti hukum yang benar, serta 

menilai pengangkatan anak yang dilakukan melalui penetapan 

pengadilan adalah proses yang  rumit dan lama. Selain itu dalam 

prosesnya harus mengeluarkan biaya yang tidak sedikit. Sehingga 

kemudian mereka melakukan tindakan spekulatif dengan memasukkan 

anak angkat kedalam Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran sebagai anak 

kandung tanpa penetapan di Pengadilan. Tindakan ini dirasa lebih 

praktis dan cepat, namun tidak hanya bertentangan dengan hukum 

perundang-undangan tindakan speklulatif yang dilakukan oleh pelaku 

pengangkatan anak ini juga bertentangan dengan hukum islam, karena 

dengan sengaja mengganti nasab anak angkat kepada orang tua angkat 

pada Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran.  
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2. Pandangan Hakim Pengadilan Agama Metro Kelas 1 A Terkait 

Penggantian Wali Nasab Anak Angkat Kepada Bapak Angkat pada 

Kartu Keluarga Di Desa Yosorejo Dan Desa Kedaton 1 

Sebelum memberikan pertanyaan kepada hakim, peneliti 

menceritakan terlebih dahulu tentang kasus pengangkatan anak yang 

terjadi di Desa Yosorejo dan Desa Kedaton 1. Kemudian setelah 

menceritakan kronologis kasus tersebut, peneliti mulai menanyakan 

pertanyaan kepada hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama 

Metro Kelas 1 A untuk peneliti wawancarai. Adapun pandangan hakim 

terkait pelaksanaan pengangkatan anak yang tidak dilakukan melalui 

penetapan pengadilan serta mengganti wali nasab anak angkat yang 

terdapat di Desa Yosorejo dan Desa Kedaton 1 adalah sebagai berikut: 

Bapak Drs. Ahmad Nur, M.H. mengatakan bahwa; 

“Pengangkatan anak yang tidak melalui penetapan Pengadilan 

tentu saja tidak sah secara Hukum. Sama halnya seperti pernikahan, 

meskipun rukun dan syaratnya terpenuhi tetap belum bisa dikatakan 

sah jika belum tercatat di pemerintah. Hal ini juga berlaku dalam 

pengangkatan anak, meskipun syarat melakukan pengangkatan anak 

sudah terpenuhi dengan mengutamakan kepentingan si anak, tapi jika 

tidak dilakukan di Pengadilan maka tidak dapat dikatakan bahwa 

pengangkatan anak itu sah secara hukum.”
10

 

                                                             
10

 Wawancara dengan Bapak Ahmad Nur selaku Hakim Pengadilan Agama Metro Kelas 

1 A (Metro, 1 September 2022). 



64 
 

  
 

Dalam melihat tindakan spekulatif yang dilakukan oleh pelaku 

pengangkatan anak, Bapak Ahmad Nur tidak sepenuhnya menyalahkan 

pihak-pihak yang bersangkutan.  Pandangan Bapak Ahmad Nur dalam 

melihat hal ini adalah sebagai berikut: 

“Tindakan spekulatif yang dilakukan oleh masyarakat dalam 

pengangkatan anak tidak dapat disalahkan sepenuhnya. Karena 

pemahaman akan hukum tidak selalu dimiliki oleh masyarakat, 

sehingga dalam hal ini yang seharusnya disalahkan adalah tokoh-tokoh 

agama. Suatu kesalahan dan ketidaktahuan masyarakat itu yang salah 

adalah tokoh-tokoh masyarakat dan tokoh-tokoh agama. Peran tokoh  

agama yang  memberikan pemahaman dan pengayoman hukum yang 

seharusnya belum dijalankan dengan benar sehingga masyarakat 

mudahnya melakukan tindakan spekulatif tersebut.”
11

 

Sama halnya dengan pendapat bapak Ahmad Nur mengenai 

pelaksanaan pengangkatan anak angkat yang tidak dilakukan melalui 

penetapan Pengadilan serta merubah nasab anak angkat tersebut. Bapak 

Drs. Aminuddin selaku hakim Pengadilan Agama Metro yang juga 

menjadi informan dalam penelitian ini, mengatakan bahwa pengangkatan 

anak bagi yang beragama Islam termasuk dalam kewenangan Peradilan 

Agama dan dalam prosesnya tidak boleh memutus nasab. Beliau sangat 

menentang perbuatan penggantian wali nasab dalam pengangkatan anak: 

                                                             
11

 Wawancara dengan Bapak Ahmad Nur selaku Hakim Pengadilan Agama Metro Kelas 

1 A (Metro, 1 September 2022). 
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 “Pengangkatan anak untuk yang beragama Islam itu adalah 

kewenangan Peradilan agama. Jika ada perkara/ kasus pengangkatan 

anak diajukan di Pengadilan Agama yang bintinya beda itu tidak bisa 

ditolerir. Hak ayah angkat tidak bisa menyamai hak orang tua 

kandung, begitu pula hak anak angkat, seperti dalam hak kewarisan. 

Menurut pandangan hakim sudah jelas tidak bisa, mutlak tidak 

dibenarkan memutus nasab.”
12

 

Bapak Aminuddin berpendapat sama dengan bapak Ahmad Nur 

yang  menilai bahwa tindakan spekulatif yang dilakukan oleh pelaku 

pengangkatan anak sebagai akibat dari kurangnya pemahaman hukum. 

Beliau mengatakan, jika pelaku pengangkatan mengetahui hukum yang 

sebenarnya setelah melakukan pengangkatan anak, maka wajib untuk 

memperbaiki dan  merubah sesuai hukum yang berlaku: 

“Kalaupun memang terjadi, itu karena memang ketidaktahuan 

yang bersangkutan. Tetapi setelah diketahui harus sudah diperbaiki. 

Sesuatu yang tidak tahu, Allah itu Maha Pengampun. Jika sudah tahu 

dan mengerti harus dirubah apapun resikonya, tidak ada rasa tidak 

enak atau gengsi. Harus langsung mengatakan siapa bapak 

kandungnya dan melakukan tobatan nasuha. Tobat karena apa yang 

dilakukan itu adalah kesalahan yang sangat fatal suatu dosa besar, 

mencium bau surga saja tidak boleh apalagi masuk surga. Mutlak dan 

                                                             
12

 Wawancara dengan Bapak Aminuddin selaku Hakim Pengadilan Agama Metro Kelas 1 

A (Metro, 20 September 2022). 
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jelas tidak boleh mengubah nasab. Sudah betul-betul mutlak terkait 

tabanni tidak ada tawar-menawar.”
13

 

a. Status Legalitas Kartu Keluarga Dan Akta  Kelahiran Anak 

Angkat Yang Tidak Melalui Penetapan Di Pengadilan 

Status legalitas Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran anak 

angkat yang tidak melalui penetapan Pengadilan adalah tidak sah. 

Hal ini berdasarkan hasil wawancara kepada Bapak Ahmad Nur 

sebagai berikut: 

 “Status legalitas Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran dapat 

dikatakan tidak sah karena dalam proses pembuatannya tidak 

memenuhi prosedur hukum yang sah. Tidak hanya pelaku 

pengangkatan anak yang dapat disalahkan, tetapi juga pejabat 

setempat yang membuat surat kelahiran juga harus disalahkan. 

Tidak sempurna dan tidak sah apabila tidak ada 

pencatatan/penetapan dari pemerintah. Menurut hukum negara 

itu tidak sah. Untuk menyatakan tidak sah juga harus melalui 

proses hukum, tidak secara tiba-tiba mengatakannya. Harus 

melalui persidangan di pengadilan.”
14

 

Dari hasil wawancara tersebut dapat diketahui bahwa Kartu 

Keluarga dan Akta Kelahiran anak angkat yang tidak melalui 

penetapan di Pengadilan tidak sah menurut hukum. Dalam hal ini 

                                                             
13

 Wawancara dengan Bapak Aminuddin selaku Hakim Pengadilan Agama Metro Kelas 1 

A (Metro, 20 September 2022). 
14

 Wawancara dengan Bapak Ahmad Nur selaku Hakim Pengadilan Agama Metro Kelas 

1 A (Metro, 1 September 2022). 
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pejabat setempat yang membuat surat keterangan lahir sebagai salah 

satu syarat pembuatan Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran juga 

dapat disalahkan. Akan tetapi dalam  pemberian label tidak sah pada 

legalitas Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran anak angkat tersebut 

tidak dapat dilakukan dengan sembarangan karena harus melalui 

prosedur hukum. 

Pandangan lain diungkapkan oleh Bapak Aminuddin. Beliau 

tidak terlalu mempermasalahkan legalitas Kartu Keluarga dan Akta 

Kelahiran anak angkat yang tidak melalui penetapan Pengadilan, 

namun lebih menekankan pada tindakan merubah nasab yang sangat 

bertentangan dengan syariat Islam: 

“Kalau memang ada yang mempermasalahkan. Jika tidak 

ada ya biarkan saja, itu karena ketidaktahuan dia. Kalau 

memang ada yang keberatan tentang legalitas maka silahkan 

saja, dan yang akan membatalkan menyatakan sah dan tidak 

sah itu tahu. Apalagi KK dan Akta Kelahiran itu hanya bersifat 

administrasi kependudukan. Tapi yang lebih mengikat itu 

Habluminallah, hubungan kita kepada kepada Allah untuk 

melaksanakan syariat agama Islam di muka bumi ini. KK itu 

Administrasi, Tapi hukum syariat agama Islam tidak mungkin 
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ada toleransi dengan sikap dia merubah nasab dari anak 

angkatnya tersebut.”
15

 

b. Akibat Hukum Penggantian Status Wali Nasab Anak Angkat 

Kepada Bapak Angkat pada Kartu Keluarga 

Adapun terkait dengan akibat hukum pengangkatan anak 

yang tidak melalui penetapan Pengadilan, pandangan Bapak Ahmad 

Nur mengatakan bahwa pengangkatan anak adalah hadhanah yaitu 

hanya mengalihkan hak pemeliharaan dari orang tua kandung 

kepada orang tua angkat dan tidak menimbulkan akibat hukum 

saling mewarisi. Beliau menekankan kembali akibat hukum yang 

terjadi dari tindakan pengangkatan anak tanpa melalui penetapan 

Pengadilan tersebut berdampak pada kartu keluarga yang tidak 

memiliki kekuatan hukum tetap sehingga bisa dengan mudah 

dibatalkan oleh pihak-pihak yang berkepentingan: 

“Anak angkat dalam Islam tidak merubah hubungan nasab, 

Rasullulah sendiri ditegur langsung oleh Allah SWT saat 

menisbatkan Zaid bin Haritsah kepada dirinya. Perubahan 

yang terjadi dalam hubungan anak angkat ini hanya 

perpindahan tanggung jawab pengawasan dan pendidikan dari 

orang tua kandung kepada orang tua angkat. Fungsi orang tua 

angkat hanya mengalihkan hak membiayai dan memelihara 

                                                             
15

 Wawancara dengan Bapak Aminuddin selaku Hakim Pengadilan Agama Metro Kelas 1 

A (Metro, 20 September 2022). 
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kebutuhuan kehidupan anak angkat,bukan hak saling mewarisi,  

bukan hal-hal yg sifatnya bukan taabudi.” 

“Akibat Hukumnya Kartu keluarga dan akta kelahiran 

tersebut tidak memiliki kekuatan hukum tetap dan dapat 

dibatalkan oleh pihak-pihak yang berkepentingan, seperti 

kerabatnya yang keberatan terkait pembagian waris dan juga 

bisa dari pihak orang tua kandung anak angkat tersebut yang 

mempunyai hak wali untuk menikahkan anaknya.”
16

 

Sedangkan menurut bapak Aminuddin, akibat hukum 

pengangkatan anak tanpa penetapan Pengadilan dan memutus nasab 

adalah sebagai berikut: 

“Akibat Hukumnya ya kalau awalnya sudah tidak benar 

maka akibat hukumnya juga tidak dapat dibenarkan. Jika saat 

menikah walinya adalah bapak angkat, itu dinikahkan oleh 

wali yang tidak sah maka batal pernikahan itu. Artinya selama 

dia berumah tangga itu dianggap zina,  jadi mutlak dan jelas 

itu kita tidak bisa main-main dengan hukum atau syariat 

agama Islam.”
17

 

Terkait pembatalan Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran 

bapak Aminuddin mengatakan: 

                                                             
16

 Wawancara dengan Bapak Ahmad Nur selaku Hakim Pengadilan Agama Metro Kelas 

1 A (Metro, 1 September 2022). 
17

 Wawancara dengan Bapak Aminuddin selaku Hakim Pengadilan Agama Metro Kelas 1 

A (Metro, 20 September 2022). 
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 “Bisa dibatalkan jika memang ada yang keberatan, 

silahkan saja ajukan keberatan. Tapi jika yang bersangkutan 

saja tidak keberatan mau bagaimana mengatakan bahwa KK 

itu tidak benar. Jika sepanjang itu lancar-lancar saja, ya tidak 

ada masalah. Kecuali ada orang yang mencurigai atau 

mengetahui dan mengatakan bahwa itu tidak benar dan tahu 

betul kronologis anak dan keluarga tersebut. Tapi kalau 

selama ini santai-santai saja dan yang bersangkutan tidak tahu 

hukum, tidak tahu bagaimana kedudukan anak angkat, 

bagaimana kedudukan bapak angkat dan sebagainya mau 

bagaimana lagi.”
18

 

Beliau menambahkan bahwa yang harus dilakukan bagi 

orang-orang yang paham hukum mengenai tindakan spekulatif 

tersebut adalah melakukan syiar kepada pelaku pengangkatan anak 

yang tidak sesuai syariat Islam:  

“Upaya kita yang sudah tahu akan hukum tersebut, kita 

syiar menyampaikan sesuatu yang benar, ‘katakanlah suatu 

yang hak itu meskipun pahit’ karna itu hukum. Kalau tidak 

disampaikan maka kita salah. Ilmu yang tidak dimanfaatkan, 

yang tidak disampaikan bagaikan pohon yang tidak berbuah. 

Sampaikan dengan yang bersangkutan bahwa surat al-ahzab 

                                                             
18

 Wawancara dengan Bapak Aminuddin selaku Hakim Pengadilan Agama Metro Kelas 1 

A ( Metro, 20 September 2022). 
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ayat 4 dan 5 itu sebuah ancaman, betul-betul hukuman. Ayat 

ini sudah jelas qat’i, tidak ada yang menutupi ayat ini.”
19

 

C. Analisis Pandangan Hakim Pengadilan Agama Metro Kelas 1 A 

Pengangkatan anak dalam agama Islam lebih ditekankan pada sisi 

kasih sayang dan tanggung jawab untuk memberi nafkah, pendidikan serta 

semua kebutuhan hidup anak angkat. Pengangkatan anak adalah wujud tolong-

menolong sesama umat manusia yang diajarkan dalam agama Islam.
20

 Adapun 

dalam SEMA No. 6 Tahun 1983 Tentang Pengangkatan Anak dan Peraturan 

Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak 

menyebutkan bahwa pengangkatan anak harus mengutamakan kepentingan 

calon anak angkat
21

 dan calon anak angkat termasuk kedalam golongan anak 

terlantar atau memerlukan perlindungan khusus.
22

 Kemudian dalam Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2002 dijelaskan bahwa pengangkatan anak 

dilakukan tanpa memutus hubungan nasab antara anak angkat dengan orang 

tua kandungnya,
23

 sehingga hubungan anak angkat dengan bapak angkat pada 

kartu keluarga orang tua angkat adalah sebagai “anak” dan tetap 

mencantumkan nama orang tua kandungnya. Selanjutnya dalam Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan  dan 

Peraturan Presiden RI Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata 

                                                             
19

 Wawancara dengan Bapak Aminuddin selaku Hakim Pengadilan Agama Metro Kelas 1 

A ( Metro, 20 September 2022). 
20

 Muhammad Rais, Kedudukan Anak Angkat Dalam Persepektif Hukum Islam, Hukum 

Adat dan Hukum Perdata (Analisis Komparatif), Jurnal Hukum Diktum: Vol. 14, No. 2, Desember 

2016.  
21

 SEMA No. 6 Tahun 1983  Tentang Pengangkatan Anak No.2b. 
22

 PP Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak Pasal 12 ayat (1) 

hururf b&d. 
23

 UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Pasal 39 ayat (2). 
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Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil disebutkan bahwa pencatatan 

pengangkatan anak dilakukan berdasarkan salinan penetapan pengadilan, 

pencatatan pengangkatan anak wajib dilaporkan oleh penduduk kepada 

Instansi Pelaksanan yang menerbitkan kutipan akta kelahiran paling lambat 30 

hari setelah menerima salinan penetapan pengadilan.
24

 Dalam pencatatan 

pengangkatan anak ini syarat yang harus dipenuhi yaitu adanya salinan 

penetapan pengadilan, kutipan akta kelahiran anak angkat, KK & KTP orang 

tua angkat.
25

  

Dari penjelasan terkait prosedur pengangkatan anak dalam peraturan 

pemerintah dan Undang-Undang diatas maka dapat dikatakan bahwa dalam 

melakukan pengangkatan anak maka kepentingan anak angkat harus 

diutamakan diatas kepentingan calon orang tua angkat. Kemudian dalam 

prosesnya harus melalui penetapan pengadilan dengan tidak memutus 

hubungan nasab anak angkat dengan orang tua kandungnya. Selanjutnya untuk 

kepastian status hukum maka setelah menerima salinan penetapan pengadilan 

orang tua angkat wajib melaporkan kepada pihak terkait untuk melakukan 

pencatatan pengangkatan anak, yang kemudian akta kelahiran anak angkat 

akan diberi catatan pinggir yang menjelaskan peristiwa pengangkatan anak 

oleh orang tua angkatnya. 

Berdasarkan wawancara kepada pelaku pengangkatan anak yang 

terjadi di Desa Yosorejo dan Desa Kedaton 1. Dapat diketahui bahwa motif 

dan tujuan melakukan pengangkatan anak bukan hanya belum memiliki 

                                                             
24

 UU Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Pasal 47 ayat (1) dan 

(2). 
25

 Perpres Nomor 96 Tahun 2018 Tentang  Pasal 47 huruf a-d. 
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keturunan, tetapi juga sebagai upaya tolong-menolong agar anak tidak 

terlantar. Setelah melakukan pengangkatan anak, mereka menjalankan 

kewajibannya sebagaimana yang dilakukan oleh orang tua kepada anak 

kandung. Dengan  menjamin masa depan anak angkat, memenuhi semua 

kebutuhan hidup anak angkat mulai dari kebutuhan nafkah, pendidikan dan 

juga kasih sayang yang penuh layaknya kasih sayang orang tua kepada anak 

kandungnya. Namun, praktik pengangkatan anak yang sudah mengedepankan 

kepentingan dan perlindungan pada anak ini tidak diimbangi dengan 

pemahaman atas hukum tentang pengangkatan anak menurut Undang-undang 

dan syariat Islam. Sehingga para pelaku pengangkatan anak ini melakukan 

penyelewengan dengan tidak melakukan pengangkatan melalui penetapan 

Pengadilan. Dan memanipulasi data dalam membuat Kartu Keluarga dan Akta 

Kelahiran anak angkat, dengan tidak mencantumkan nama orang tua kandung 

pada kartu keluarga orang tua angkat dan tidak melampirkan catatan pinggir 

pada Akta Kelahiran serta mengganti nasab anak angkat pada Akta Kelahiran.  

Terkait tindakan pengangkatan anak tanpa melalui penetapan 

Pengadilan tersebut, bapak Drs. Joni Jidan, bapak Drs. Ahmad Nur, M.H., dan 

bapak Drs. Aminuddin selaku hakim yang menjadi informan dalam penelitian 

ini berpendapat sama dengan mengatakan bahwa pengangkatan anak bagi 

orang Islam termasuk dalam wewenang Peradilan Agama. Sehingga untuk 

orang Islam yang akan mengangkat anak harus melalui prosedur hukum dan 

persidangan di Pengadilan Agama untuk mendapatkan status hukum dalam 

pengangkatan anak tersebut. Selanjutnya, bapak Ahmad Nur dan Aminuddin 
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memiliki pandangan yang sama bahwa kurangnya pemahaman hukum 

terhadap pengangkatan anak menjadi faktor  kuat bagi masyarakat melakukan 

tindakan spekulatif. Kurangnya pemahaman hukum ini bukan mutlak salah 

masyarakat, tetapi juga salah tokoh-tokoh agama dan tokoh masyarakat serta 

pejabat setempat yang tidak berperan aktif dalam menjalankan tugasnya. 

Tindakan spekulatif ini kemudian akan berdampak pada Legalitas  Kartu 

Keluarga  dan Akta Kelahiran serta menimbulkan implikasi hukum terhadap 

perwalian dan kewarisan anak angkat. dalam hal ini, bapak Ahmad Nur dan 

bapak Aminuddin memberikan beberapa pandangannya sebagai berikut: 

1. Legalitas Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran 

Adapun mengenai legalitas Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran, 

bapak Ahmad Nur dan bapak Aminuddin memiliki perbedaan pendapat: 

Pertama, Bapak Ahmad Nur mengatakan dengan tegas bahwa 

status hukum Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran tersebut tidak sah serta 

tidak memiliki kekuatan hukum tetap karena dalam pembuatannya tidak 

melalui penetapan Pengadilan. Sehingga bisa dibatalkan kapan saja oleh 

pihak-pihak yang berkepentingan. Pihak-pihak ini adalah orang-orang 

yang mempunyai hubungan darah, baik dari anak angkat maupun orang 

tua angkat yang tidak terima atau keberatan terkait pembagian waris dan 

perwalian nikah. Pembatalan Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran anak 

angkat bisa dilakukan kapan saja, karena tidak berkekuatan hukum tetap 

maka bisa dengan mudah dibatalkan. Dalam  proses pembatalan Kartu 
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Keluarga sama halnya dengan proses  pengangkatan anak yang benar 

menurut Undang-undang yaitu harus dilakukan melaui sidang Pengadilan .  

Kedua, Bapak Aminuddin tidak terlalu mempermasalahkan 

keabsahan Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran, beliau menilai Kartu 

Keluarga dan Akta Kelahiran anak angkat tersebut hanya bersifat 

administrasi kependudukan. Tindakan pembuatan Kartu Keluarga dan 

Akta Kelahiran tanpa melalui penetapan Pengadilan masih bisa dimaafkan 

karena akibat yang ditimbulkan dari tindakan ini hanya berhubungan 

dengan sesama manusia. Adapun, mengenai pembatalan Kartu Keluarga 

dan Akta Kelahiran, bapak Aminuddin mengatakan bahwa  pihak-pihak 

yang mempunyai hak untuk membatalkan Kartu Keluarga tersebut adalah 

orang-orang yang merasa keberatan dan  dirugikan. Tidak hanya merasa 

keberatan, pihak-pihak ini juga harus paham bagaimana kronologis 

pengangkatan anak yang tidak sesuai dengan  Undang-Undang dan hukum 

Islam, mengenal dan mengetahui secara baik pelaku pengakatan anak 

tersebut. Memahami bagaimana kedudukan orang tua angkat dan anak 

angkat yang benar menurut Undang-Undang dan hukum Islam. Sehingga 

jika pihak-pihak yang merasa keberatan tidak memenuhi beberapa kriteria 

tersebut, maka tidak bisa mengajukan pembatalan Kartu Keluarga dan 

Akta Kelahiran. Beliau juga menambahkan bahwa selama tidak ada yang 

merasa keberatan atas Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran, maka tidak ada 

masalah terhadap keabsahannya. 
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2. Akibat Hukum 

Penggantian wali nasab anak angkat kepada bapak angkat pada 

kartu keluarga akan menimbulkan implikasi hukum terhadap perwalian 

dan kewarisan anak angkat. Hal ini karena pengangkatan anak tanpa 

penetapan pengadilan dan memutus nasab mengakibatkan anak angkat 

memilki hak wali dan hak saling mewarisi layaknya anak kandung. Bapak 

Ahmad Nur dan bapak Aminuddin memaparkan pendapat yang sama 

bahwa pengangkatan anak tidak menimbulkan akibat hukum layaknya 

hubungan orang tua dengan anak kandung. Hubungan orang tua angkat 

kepada anak angkat hanya perpindahan tanggung jawab pemeliharaan. 

Tindakan mengangkat anak tidak menjadikan anak tersebut sebagai anak 

kandung daripada orang tua angkatnya. Pengangkatan anak yang 

dilakukan dengan memutus nasab mutlak tidak bisa dibenarkan. Syariat 

Islam  mengharamkan tindakan memutus nasab pada anak angkat. 

Sebagaimana yang terjadi pada Zaid bin Haristah saat diangkat anak oleh 

Nabi Muhammad Saw yang kemudian namanya dikenal menjadi Zaid bin 

Muhammad. Atas peristiwa ini, maka Allah SWT menegur Rasulullah dan 

memerintahkan menghapus penisbatan dalam pengangkatan anak seperti 

yang dilakukan kaum jahiliyah dengan menurunkan firman-Nya: 

وله   ه يَقه مۡۖۡ وَٱللَّّ َٰهكِه فۡوَ
َ
م بأِ مۡ قوَۡلهكه َٰلكِه مۡ  ذَ بۡنَاءَٓكه

َ
مۡ أ دۡعِيَاءَٓكه

َ
وَمَا جَعَلَ أ

بيِلَ  وَ يَهۡدِي ٱلسَّ ٤ٱلَۡۡقَّ وهَه  

  
Artinya: “dan Dia tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak 

kandungmu. Yang demikian itu hanyalah perkataan di mulutmu 
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saja. Allah Mengatakan yang sebenarnya dan Dia Menunjukkan 

jalan (yang benar)”(al-Ahzab:4).
26

 

 

Pengangkatan anak dalam syariat Islam tidak mengakibatkan hak 

orang tua angkat menyamai hak orang tua kandung. Sehingga baik orang 

tua angkat dan anak angkat tidak memiliki hak saling mewarisi, serta hak 

menjadi wali nikah tidak bisa dimiliki oleh bapak angkat. Hal ini 

diutarakan oleh bapak Ahmad Nur. Kemudian bapak Aminuddin 

menambahkan, jika pengangkatan anak dilakukan dengan tetap memutus 

nasab, maka ada dua akibat hukum yang ditimbulkan. Pertama, pelaku 

pengangkatan anak akan menanggung dosa besar dengan ancaman bahwa 

surga haram atas dirinya. Kedua, saat anak angkat menikah dan bapak 

angkat menjadi wali nikahnya. Maka pernikahan tersebut batal karena 

dinikahkan oleh wali yang tidak sah. Sehingga selama berumah tangga 

akan tetap dianggap zina.  

Bapak Aminuddin memaparkan jika tindakan memutus nasab ini 

tidak hanya menimbulkan masalah terhadap hubungan sesama manusia 

tetapi juga hubungan manusia dengan Allah SWT. Tindakan tersebut tidak 

bisa dimaafkan dan tidak ada toleransi sama sekali. Beliau mengatakan 

agar tindakan mengangkat anak bisa sesuai dengan hukum yang berlaku, 

maka langkah yang harus dijalankan bagi orang-orang yang paham akan 

hukum adalah melakukan syiar dengan menyampaikan hukum atas 

tindakan memutus nasab anak angkat sebagaimana yang dijelaskan dalam 

                                                             
26

 Al-Qur’an Tajwid &Terjemahan, (Bandung: CV Penerbit  Diponegoro, 2010),  Q.S. al-

Ahzab ayat 4, hal. 418. 
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Q.S. al-Ahzab ayat 4 dan 5. Kemudian apabila sudah mengetahui hukum 

yang benar dalam pengangkatan anak, orang tua angkat harus mengatakan 

kepada anak angkat siapa bapak kandungnya. Sebagaimana firman Allah 

SWT: 

  ِ قۡسَطه عِندَ ٱللَّّ
َ
وَ أ مۡ لِأٓباَئٓهِِمۡ هه وهه  ٱدۡعه

 

Artinya:“Panggilah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) 

nama bapak-bapak mereka; itulah yang adil pada sisi 

Allah.“ (Al-Ahzab: 5)
27

 

 

Bapak Aminuddin berpendapat bahwa tindakan  memutus nasab 

anak angkat dilakukan atas dasar tidak mengetahui hukum yang 

sebenarnya, sehingga jika sudah mengetahui maka sudah seharusnya 

melakukan tobatan nasuha karena tindakan memutus nasab adalah  suatu 

kesalahan fatal dan termasuk dalam dosa besar. Dan Allah Maha 

Mengampuni kesalahan yang tidak disengaja. Hal ini didasarkan pada 

firman Allah: 

مۡ  وَكََنَ  دَتۡ قهلهوبهكه ا تَعَمَّ تهم بهِۦِ وَلََٰكِن مَّ
ۡ
خۡطَأ

َ
نَاحٞ فيِمَآ أ مۡ جه وَلَيۡسَ عَلَيۡكه

ا رَّحِيمًا   ور  ه غَفه  ٱللَّّ
 

Artinya:“Dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu khilaf 

padanya, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh 

hatimu. Dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha 

Penyayang. (Q.S. al-Ahzab:5).
28

 

 

Dari pemaparan diatas, dapat dilihat dengan jelas bahwa 

penggantian wali nasab anak angkat kepada bapak angkat pada kartu 

                                                             
27

 Al-Qur’an Tajwid &Terjemahan, (Bandung: CV Penerbit  Diponegoro, 2010),  Q.S. al-

Ahzab ayat 5, hal. 418. 
28

 Ibid.  
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keluarga yang dilakukan oleh pelaku pengangkatan anak di Desa Yosorejo 

dan Desa Kedaton 1 bertentangan dengan Hukum Perundang-undangan 

dan Hukum Islam. Akibat hukum yang ditimbulkan tidak hanya 

berdampak pada Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran yang tidak memiliki 

kekuatan  hukum  tetap sehingga rentan terhadap konflik dari pihak-pihak 

yang keberatan. Melainkan juga batalnya pernikahan anak angkat yang 

diwalikan oleh bapak angkat.  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan uraian di atas tentang pandangan hakim Pengadilan 

Agama Metro Kelas 1 A terhadap penggantian status wali nasab  anak angkat 

kepada bapak angkat pada Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran, maka dapat 

ditarik kesimpulan sebagai berikut: 

1. Berkaitan dengan praktik pengangkatan anak di Desa Yosorejo dan Desa 

Kedaton 1 dengan mengganti status nasab pada KK dan Akta Kelahiran. 

Tiga orang hakim yang menjadi informan dalam penelitian ini 

mengatakan, tindakan tersebut bertentangan dengan SEMA Nomor 6 

Tahun 1983, PP Nomor 54 tahun 2007, UU Nomor 23 Tahun 2002 dan 

Hukum Islam. Karena dalam praktik pengangkatan anak yang benar harus 

berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang dilakukan 

melalui penetapan Pengadilan dan dalam prosesnya tidak boleh memutus 

nasab. 

2. Status legalitas Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran anak angkat yang tidak 

melalui penetapan pengadilan tidak memiliki kekuatan hukum dan 

bertentangan dengan UU Nomor 23 Tahun 2006 dan Perpres Nomor 96 

Tahun 2018, dan bisa dibatalkan kapan saja oleh para pihak yang merasa 

keberatan dan dirugikan. Adapun pihak-pihak yang akan melakukan 

pembatalan Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran tersebut harus bisa 

menjelaskan secara rinci kronologis pengangkatan anak yang dilakukan 
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oleh pelaku pengangkatan anak, serta harus bisa membuktikan bahwa 

proses pengangkatan anak yang dilakukan memang bertentangan dengan 

Peraturan Perundang-undangan dan Hukum Islam. 

3. Adapun dalam hal kewarisan dan perwalian pernikahan anak angkat. Para 

hakim Pengadilan Agama Metro Kelas 1 A yang menjadi informan dalam 

penelitian ini, berpendapat sama bahwa antara anak angkat dan orang tua 

angkat tidak memiliki hak untuk saling mewarisi, dan bapak angkat tidak 

bisa menjadi wali nikah bagi anak angkatnya. Apabila pernikahan anak 

angkat tetap diwalikan oleh bapak angkatnya, maka pernikahan tersebut 

batal dan selama menjalankan hubungan rumah tangga akan tetap 

dianggap sebagai zina. 

B. Saran  

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka peneliti memberikan beberapa 

saran yang diharapkan dapat memberi manfaat bagi semua pihak. Beberapa 

saran tersebut yaitu: 

1. Hendaknya tokoh agama, tokoh masyarakat, dan para akademisi hukum 

melakukan sosialisasi kepada masyarakat Yosorejo dan Kedaton 1 

mengenai prosedur pengangkatan anak yang benar menurut Undang-

Undang dan Hukum Islam. Karena pada umumnya pelanggaran yang 

terjadi dalam praktik pengangkatan anak di masyarakat bermula dari 

kurangnya pemahaman hukum terkait pengangkatan anak.  

2. Pejabat setempat (Dokter/Bidan/Penolong Kelahiran) dalam membuat 

surat keterangan lahir hendaknya menggunakan data yang valid dengan 
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tetap melampirkan nama orang tua kandung. Sehingga tidak akan terjadi 

pemalsuan data ketika anak angkat dibuatkan Akta Kelahiran dan Kartu 

Keluarga di Disdukcapil.  

3. Masyarakat yang melakukan pengangkatan anak di Desa Yosorejo dan 

Desa Kedaton 1 hendaknya mematuhi dan menjalankan prosedur 

pengangkatan anak melalui penetapan Pengadilan. Hal ini bertujuan agar 

Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran mempunyai kekuatan hukum tetap dan 

mengindari konflik di kemudian hari dari para pihak yang masih memiliki 

hubungan darah. 

4. Hendaknya masyarakat yang melakukan pengangkatan anak tidak 

menyamakan hak dan kewajiban anak angkat layaknya anak kandung. 

Karena hal tersebut bertentangan dengan Hukum Islam, dan akan 

berakibat terhadap status pernikahan anak angkat yang diwalikan oleh 

bapak angkat ketika menikah. 
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